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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Ajak Para Ibu Hadirkan Budaya Baca dalam Keluarga 

Kemenkum 
Sulteng Terima 

1.234 Permohonan 
Kekayaan Intelektual

Mulai 1 Agustus, 
Harga Pertamax Turun

Pelantikan REDKAR, Parmout Perkuat Kesiapsiagaan 
Penanggulangan Kebakaran

Baca GEREBEK Hal. 7

Polres dan Kodim 1311 Morowali 
Gerebek Judi Sabung Ayam di Bahodopi

PERSONEL gabungan Polres dan Kodim Morowali melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Bahodopi. FOTO: IST

SULTENG RAYA - Personel gabungan 
Polres Morowali bersama Kodim 1311 Moro-
wali disaksikan Pemerintah Desa melakukan 

penggerebekan arena yang diduga diguna-
kan sebagai lokasi perjudian sabung ayam di 
tiga lokasi berbeda di Desa Labota dan Desa 

Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Ka-
bupaten Morowali, Sabtu, (1/8/2026).

Penggerebekan tersebut 
dipimpin langsung Waka-
polres Morowali, Kompol I 
Nyoman Raya Arya Wiyasa 
SH bersama 30 personel 
gabungan. Dalam pengge-
rebekan ini Polisi berhasil 
menyita sejumlah barang 
bukti berupa ayam aduan 
dan arena judi sabung ayam.

Kompol I Nyoman Raka 
Arya Wiyasa mengatakan 
kegiatan tersebut merupa-
kan bagian dari upaya 

menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat (kam-
tibmas) sekaligus mencegah 
praktik perjudian di Ka-
bupaten Morowali.

“Kegiatan tersebut di-
laksanakan dalam rangka 
menindaklanjuti informa-
si dari masyarakat terkait 
dugaan adanya aktivitas 
perjudian sabung ayam di 
wilayah hukum Polsek Ba-

Safri Desak 
Gubernur Sulteng 
Bentuk Satgas 
Ketenagakerjaan

PHK MASSAL PT GNI

SULTENG RAYA – Ketua 
Fraksi Partai Kebangkitan 
Bangsa (FPKB) DPRD Su-
lawesi Tengah, Muham-
mad Safri, mengkritik keras 
keputusan PT Gunbuster 
Nickel Industry (GNI) yang 
kembali melakukan pemu-

tusan hubungan ker-
ja (PHK) terhadap 
1.900 karyawan 
pada Agus-
tus 2026.

M
uham

m
ad Safri

SULTENG RAYA - Kan-
tor Wilayah Kementerian 
Hukum Sulawesi Tengah 
mencatat 1.234 permohonan 
layanan kekayaan intelek-
tual selama Januari hingga 
Juni 2026 yang didominasi 
pengajuan hak cipta.

Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum Su-
lawesi Tengah Rakhmat 
Renaldy, mengatakan pe-

Rakhmat Renaldy

WAKIL BUPATI Parigi Moutong, Abdul Sahid mengukuhkan 23 calon anggota REDKAR di aula Dinas Sosial 
Kabupaten Parigi Moutong, Jumat (31/7/2026). FOTO: DINAS KOMINFO PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA – Wa-
kil Bupati Parigi Moutong 
(Parmout) Abdul Sahid, 
mengukuhkan 23 calon ang-
gota Relawan Pemadam 
Kebakaran (REDKAR) pada 
kegiatan Pengukuhan dan 
Pelatihan Calon Anggota 
REDKAR yang digelar di 
aula Dinas Sosial Kabupa-
ten Parigi Moutong, Jumat 
(31/7/2026).

Kegiatan yang diseleng-
garakan oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Pemadam 
Kebakaran Kabupaten Pa-
rigi Moutong tersebut me-
rupakan bagian dari upaya 
pemerintah daerah mem-
perkuat peran masyarakat 
dalam pencegahan, penang-
gulangan, dan penanganan 
kebakaran di lingkungan 
masing-masing.

Pelatihan dan pengu-
kuhan itu bertujuan mem-
bentuk REDKAR sebagai 

mitra pemerintah daerah, 
meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam pence-
gahan dan kesiapsiagaan 
menghadapi kebakaran, 
membekali relawan dengan 
kemampuan dasar penan-
ganan kebakaran sejak dini, 
serta memperkuat sinergi 
antara pemerintah, masyara-
kat, dan seluruh pemangku 
kepentingan.

Dalam sambutannya, 
Wakil Bupati Abdul Sahid 
mengapresiasi seluruh pi-
hak yang telah berinisiatif 
membentuk dan membina 
Relawan Pemadam Keba-
karan sebagai mitra strategis 
pemerintah.

“Atas nama Pemerintah 
Kabupaten Parigi Moutong, 
saya menyampaikan apre-
siasi dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada 

TERAS BACA NASANA

KEGIATAN pelatihan membaca nyaring untuk para ibu di Mamboro, Minggu (2/8/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA  – Di 
tengah gempuran gawai 
yang makin menyita perha-
tian anak-anak, Teras Baca 
Nasana mengambil langkah 
nyata untuk merawat tradisi 
membaca.

Mengambil ruang di Aula 
Pertemuan Kantor Kelura-
han Mamboro, komunitas 
ini menggelar pelatihan 
“Pemberdayaan Ibu Sebagai 
Fasilitator Literasi Utama 
dalam Membaca Nyaring”.

​Gerakan ini menargetkan 
kelompok ibu sebagai garda 
terdepan dalam memban-
gun fondasi literasi sejak 
dari rumah.

​Ketua Panitia Pelaksana, 
Raodatul Jannah, men-
gungkapkan bahwa pro-

gram ini lahir dari kepri-
hatinan mendalam atas 
menurunnya minat baca 
anak-anak yang kian tera-
lihkan oleh gawai. 

Di sisi lain, masih ba-
nyak orang tua yang belum 
menyadari betapa krusial-
nya peran mereka dalam 
mendekatkan buku kepada 
anak.

​“Tujuan utama kami 
adalah membekali para ibu 
dengan keterampilan seka-
ligus komitmen kuat untuk 
menumbuhkan budaya li-
terasi di lingkungan kelu-
arga, salah satunya lewat 
metode membaca nyaring,” 
ujar Raodatul.

Baca PELANTIKAN Hal. 7

SULTENG RAYA - PT Pertamina Patra Niaga 
kembali melakukan penyesuaian harga berkala 
Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi yang 
berlaku mulai 1 Agustus 2026.

Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ke-
tentuan dan arahan pemerintah dengan tetap mem-
perhatikan daya beli masyarakat serta mendukung 
ketersediaan pasokan BBM nasional.

VP Corporate Communication Pertamina Patra 
Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan bahwa 
penyesuaian harga BBM Non-Subsidi dilakukan 
mengikuti tren rata-rata harga minyak dunia serta 
mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ke-
tentuan yang berlaku.

FOTO: ILUSTRASI

Baca DESAK Hal. 7
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SULTENG RAYA  – Menjaga 
situasi keamanan tetap terpantau 
pada malam hari, personel Tim Patra 
Satbrimob Polda Sulawesi Tengah 
melaksanakan patroli di sejumlah 
ruas wilayah Kota Palu. Saat melintas 
di Jalan Anoa, personel menyam-
bangi warga yang masih melakukan 
aktivitas dan berkumpul di kawasan 
tersebut, Minggu (2/8/2026) dini 
hari.

Sambang dilakukan sebagai 
bagian dari patroli preventif seka-
ligus upaya membangun komuni-
kasi langsung dengan masyarakat. 
Personel menyampaikan pesan-
pesan kamtibmas secara humanis, 
khususnya terkait pentingnya 
menjaga keamanan lingkungan 
dan meningkatkan kewaspadaan 
terhadap berbagai potensi gang-
guan.

Dalam komunikasi tersebut, perso-
nel mengajak masyarakat untuk turut 
mengambil bagian dalam menjaga 
situasi Kota Palu. Warga diingatkan 
agar tidak bersikap acuh apabila 
menemukan aktivitas yang mencu-
rigakan dan segera menyampaikan 
informasi kepada pihak kepolisian 
apabila terdapat indikasi gangguan 
keamanan.

Kehadiran personel di tengah akti-
vitas masyarakat juga menjadi sarana 
untuk menyerap informasi mengenai 
kondisi lingkungan. Komunikasi 
yang terjalin secara langsung diha-
rapkan dapat membantu personel 
memperoleh gambaran mengenai 
situasi kamtibmas yang berkembang 
di wilayah patroli.

Kasubbagbinlatops Satbrimob 
Polda Sulawesi Tengah, AKP Ajrun 
G. Pambudi, mengatakan bahwa 

patroli malam terus diarahkan untuk 
membangun kehadiran personel 
sekaligus memperkuat komunikasi 
dengan masyarakat.

“Patroli bukan hanya untuk me-
lihat situasi, tetapi juga menjadi 
kesempatan bagi personel untuk 
berkomunikasi dengan masyarakat. 
Kami mengajak warga bersama-sa-
ma menjaga keamanan dan segera 
menyampaikan informasi apabila 
menemukan hal yang berpotensi 
mengganggu kamtibmas,” ujar 
Ajrun.

Melalui patroli yang disertai ko-
munikasi humanis tersebut, Tim 
Patra Satbrimob Polda Sulteng erus 
memperkuat upaya preventif di 
wilayah Kota Palu sekaligus men-
dorong masyarakat menjadi bagian 
dari upaya menjaga keamanan ling-
kungan. AMR

SEJUMLAH personel Satbrimob Polda Sulteng,saat melaksanakan patroli dalam upaya mencegah ganggung Kamtibmas di wila-
yah Kota Palu, Minggu (2/8/2026) dini hari. FOTO:DOK.TIM PATRA BRIMOB

SULTENG RAYA - Jajaran Pol-
sek Torue berhasil mengungkap 
kasus dugaan pencurian tiga ekor 
ayam jantan di Desa Torue, Keca-
matan Torue, Kabupaten Parigi 
Moutong. Seorang pria berinisial 
RF (28 tahun) kini resmi ditetapkan 
sebagai tersangka dan menjalani 
proses penahanan.

Penahanan dilakukan pada Sabtu 
(1/8/2026) sekitar pukul 14.00 
Wita oleh Kanit Reskrim Polsek 
Torue, Ipda I Wayan Oko Adnyana, 
bersama personel Unit Reskrim 
setelah penyidik mengantongi alat 
bukti yang dinilai cukup untuk 
meningkatkan status RF menjadi 
tersangka.

Kasus ini berawal dari laporan 
Aziz Toe, warga Dusun III Desa 
Torue, yang kehilangan tiga ekor 
ayam jantan peliharaannya. Ber-
dasarkan hasil penyelidikan, aksi 
pencurian diduga dilakukan dalam 
dua kesempatan, masing-masing 
pada Selasa (28/7/2026) dan Kamis 
(30/7/2026), sekitar pukul 04.00 
Wita.

Serangkaian penyelidikan yang 
dilakukan aparat akhirnya men-
garah kepada RF. Polisi kemudian 
mengamankan tiga ekor ayam 
jantan yang diduga merupakan 
hasil tindak pidana sebagai barang 
bukti sebelum menetapkan pelaku 
sebagai tersangka.

Kapolsek Torue, Iptu Ramlin, 
mengatakan penahanan tersebut 
merupakan bagian dari proses pe-
negakan hukum yang dilaksanakan 
secara profesional, transparan, dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

“Dari hasil penyelidikan dan 
penyidikan, penyidik berhasil 
mengamankan barang bukti berupa 
tiga ekor ayam jantan yang diduga 
merupakan hasil tindak pidana. 
Selanjutnya, tersangka dilakukan 
penahanan untuk kepentingan 
proses hukum lebih lanjut,” ujar 
Ramlin.

Ia menegaskan, Polsek Torue 
tidak akan memberikan ruang bagi 
pelaku kejahatan yang meresahkan 
masyarakat, termasuk pencurian 
ternak yang dapat menimbulkan 
kerugian ekonomi bagi warga.

“Kami berkomitmen menindak 
setiap tindak pidana yang me-
resahkan masyarakat. Kami juga 
mengimbau warga agar segera me-
laporkan setiap peristiwa kriminal 
kepada kepolisian sehingga dapat 
ditangani dengan cepat dan tepat,” 
tegasnya.

Menurut Ramlin, pengung-
kapan kasus tersebut menjadi buk-
ti komitmen Polsek Torue dalam 
menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat. Selain memperkuat 
penegakan hukum, kepolisian 
juga akan terus mengedepankan 
langkah-langkah preventif guna 
mencegah terjadinya tindak kri-
minal serupa.

Ia pun mengajak seluruh elemen 
masyarakat untuk terus memban-
gun kepedulian terhadap lingkun-
gan sekitar serta memperkuat kerja 
sama dengan kepolisian. Menurut-
nya, partisipasi aktif masyarakat 
menjadi salah satu kunci penting 
dalam menciptakan situasi kamtib-
mas yang aman, tertib, dan kondu-
sif di wilayah Kecamatan Torue. AJI

SULTENG RAYA – Sat Samapta 
Polres Tojo Una-Una (Touna) me-
laksanakan patroli pengamanan dan 
patroli dialogis di sejumlah gereja di 
wilayah Kecamatan Ratolindo, Ka-
bupaten Touna, Minggu (2/8/2026), 
guna memastikan pelaksanaan iba-
dah berlangsung aman, tertib, dan 
kondusif.

Patroli tersebut melibatkan lima 
personel Sat Samapta dengan meng-
gunakan kendaraan patroli roda 
dua. Selain melakukan pengama-
nan di lokasi ibadah, personel juga 
melaksanakan patroli dialogis di 
tempat berkumpulnya masyarakat 
dan kawasan usaha untuk mengan-
tisipasi potensi gangguan keama-
nan dan ketertiban masyarakat 
(Kamtibmas).

Adapun gereja yang menjadi sas-
aran patroli meliputi GKII Agape 
Ampana di Kelurahan Uentanaga 
Atas, GKI Ampana, GKST Calvari 
Ampana, Gereja Katolik Santa Maria 

Ampana, dan GPDI Ampana yang 
berada di Kelurahan Uentanaga Ba-
wah, Kecamatan Ratolindo.

Kasat Samapta Polres Touna, AKP 
Maryanto, mengatakan kehadiran 
personel di tengah masyarakat 
merupakan bentuk pelayanan Polri 
dalam memberikan rasa aman, 
khususnya kepada umat Kristiani 
yang sedang melaksanakan ibadah 
Minggu.

“Tujuan utama patroli dialogis Sat 
Samapta adalah menjaga keamanan 
dan ketertiban masyarakat, men-
cegah terjadinya tindak kejahatan, 
meningkatkan rasa aman, serta me-
mastikan keselamatan warga selama 
beraktivitas maupun beribadah,” 
ujar  Maryanto.

Menurutnya, patroli dialogis juga 
menjadi sarana mempererat hubun-
gan antara Polri dan masyarakat 
sehingga komunikasi dapat terjalin 
dengan baik dalam menjaga situasi 
Kamtibmas yang kondusif.

“Melalui patroli ini, personel tidak 
hanya melakukan pemantauan, teta-
pi juga berdialog dengan masyarakat 
untuk menyerap informasi maupun 
memberikan imbauan Kamtibmas. 
Hal ini sekaligus meningkatkan 
kesiapsiagaan personel dalam meng-
hadapi berbagai situasi darurat yang 
mungkin terjadi,” jelasnya.

Maryanto menambahkan, patroli 
rutin di tempat-tempat umum dan 
pusat aktivitas masyarakat me-
rupakan langkah preventif untuk 
mencegah berbagai potensi gang-
guan keamanan maupun tindak 
kriminalitas.

“Dengan kehadiran polisi di 
lapangan, kami berharap masy-
arakat merasa lebih aman dan 
nyaman saat menjalankan ak-
tivitas. Patroli ini juga menjadi 
upaya nyata Polres Touna dalam 
menjaga ketertiban umum serta 
menciptakan situasi yang aman 
dan kondusif,” jelasnya. AMR

SULTENG RAYA– Se-
buah kecelakaan yang me-
libatkan satu motor dan 
satu mobil kembali terja-
di di Trans Sulawesi Desa 
Petak, Kecamatan Nuhon, 
Kabupaten Banggai, Sabtu 
(1/8/2026).

Kapolsek Nuhon, Ipda 
Tesar M. Noor, SH menje-
laskan peristiwa kecelakaan 
bermula ketika sebuah mo-
bil Gran Max warna putih 
bernopol DD 8300 UA se-
dang bergerak dari Kota 
Palu menuju Luwuk. Mobil 
tersebut dikendarai MR (24) 
warga Dolo Selatan, Sigi. 

Ketika sedang melintas, 
tepatnya di Tugu Desa Petak 
pengemudi mobil dikag-
etkan dengan munculnya 
pemotor Yamaha X-Ride 
DN 5536 RL, yang belok kiri 
mendadak sehingga langs-
ung menabrak samping 
kanan mobil tersebut.

Sepeda motor tersebut 
dikendarai seorang ibu ru-
mah tangga berinisial AP 
(45) warga Desa Petak yang 
bergerak dari arah Desa 
Bolobungkang menuju Desa 
Bella.

“Tabrakan tersebut meng-
akibatkan pemotor terjatuh 

ke badan aspal. Dari peristi-
wa nahas tersebut, AP alami 
luka lecet dan bengkak dipi-
pi kiri, luka di bagian mulut, 
dan sakit dibagian pinggang 
akibat benturan di badan 
jalan,”kata Tesar.

Kapolsek menambahkan, 
selain menyebabkan men-
galami luka luka kerugian 
material atas kecelakaan 
tersebut diperkirakan men-
capai Rp2 juta. “Sementara 
korban luka masih dirawat 
di Puskesmas. Sedangkan 
barang bukti diamankan di 
Mapolsek Nuhon,” pung-
kasnya. AMR

Polsek Torue 
Tahan Pencuri 

Tiga Ekor Ayam

Polres Touna Pastikan Ibadah 
Minggu Berjalan Aman

RF pelaku pencurian tiga ekor ayam berhasil ditangkap oleh jajaran Polsek Torue, 
Sabtu (1/8/2026). FOTO:DOK POLSEK TORUE 

PERSONEL Polsek Nuhon bersama warga berupaya membantu minibus yang mengalami kecelakan 
di jalur Trans Sulawesi, Desa Petak, Kecamatan Nuhon, Sabtu (1/8/2026). FOTO: IST

Belok Mendadak, Emak-
emak Ditabrak Minibus

PERSONEL Polres Touna, saat melaksanakan patroli di salah satu rumah ibadah di Kecamatan Ratolindo, Minggu (2/8/2026). 
FOTO: DOK.SAT SAMAPTA POLRES TOUNA

Tim Patra Brimob 
Deteksi Dini 

Gangguan Kamtibmas
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Dalam kegiatan ini, pe-
mohon mengikuti seluruh 
tahapan permohonan pas-
por, mulai dari pemeriksaan 
dokumen, pengambilan data 
biometrik, hingga wawanca-
ra oleh petugas imigrasi di 
lokasi pelayanan.

Kepala Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Palu, Muham-

mad Akmal, menyampaikan 
bahwa Layanan Eazy Paspor 
merupakan komitmen Imi-
grasi dalam menghadirkan 
pelayanan yang lebih mu-
dah dijangkau oleh masy-
arakat.

"Melalui Layanan Eazy 
Paspor, kami berupaya men-
dekatkan pelayanan kepada 

WARGA Buol saat mendapatkan pelayanan Eazy Paspor, Sabtu (25/7/2026). FOTO: HUMAS KAN-
TOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU

Imigrasi Palu Gelar 
Layanan Eazy Paspor 

Bagi Calon Jemaah Haji 
dan Umrah di Buol

SULTENG RAYA – Kantor Imigrasi Kelas I 
TPI Palu melaksanakan Layanan Eazy Paspor 
di Kabupaten Buol untuk memberikan ke-
mudahan bagi masyarakat yang mengajukan 
permohonan paspor haji dan umrah, Sabtu 
(25/7/2026).

masyarakat, khususnya ca-
lon jemaah haji dan umrah. 
Kami berharap layanan ini 
dapat memberikan kemu-
dahan, menghemat waktu, 
serta memastikan masyara-
kat memperoleh pelayanan 
paspor yang cepat, mudah, 
dan sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku," ujar 
Muhammad Akmal.

Kantor Imigrasi Kelas I 
TPI Palu akan terus meng-
hadirkan pelayanan keimi-
grasian yang berkualitas, 
profesional, dan berorientasi 
pada kebutuhan masyarakat 
melalui berbagai inovasi 
pelayanan.*/YAT

SULTENG RAYA - Men-
jaga kesehatan dan kebersi-
han merupakan hak setiap 
individu, termasuk anak-
anak yang sedang men-
jalani masa pembinaan. 
Bertempat di Ruang Pendi-
dikan Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA) Kelas 
II Palu, suasana pagi tam-
pak berbeda pada Kamis 
(30/7/2026). Sebanyak 45 
orang anak binaan tampak 
antusias mengikuti kegi-
atan Penyuluhan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS).

Kegiatan edukatif ini dii-
nisiasi oleh mahasiswa Fa-
kultas Ilmu Kesehatan (FI-
KES) Universitas Muham-
madiyah (Unismuh) Palu 
yang sedang melaksanakan 
praktik atau magang di 

Puskesmas Bulili. 
Pelaksanaan kegiatan 

ini juga didampingi se-
cara langsung oleh Pem-
bimbing dari Puskesmas 
Bulili, Ajinah, serta Dosen 
Pembimbing dari Universi-
tas Muhammadiyah Palu, 
Afni.

Materi penyuluhan yang 
dibawakan berfokus pada 
pentingnya membudaya-
kan PHBS dalam kehidu-
pan sehari-hari. Berbagai 
topik penting dikupas tun-
tas, mulai dari pengertian 
dasar PHBS, pentingnya 
menjaga kebersihan diri, 
langkah-langkah mencuci 
tangan yang benar, menja-
ga kebersihan lingkungan, 
penerapan pola makan ber-
gizi, pentingnya aktivitas 
fisik, etika batuk dan ber-

ANAK binaan LPKA Palu saat berpose bersama mahasiswa Fa-
kultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palu, serta 
perwakilan Puskesmas Bulili, dalam kegiatan Penyuluhan Perila-
ku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Kamis (30/7/2026). FOTO: 
HUMAS LPKA PALU

Edukasi Kesehatan, Anak Binaan LPKA Palu Ikuti Penyuluhan PHBS

SULTENG RAYA - Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Palu 
berkomitmen penuh dalam 
memastikan terpenuhinya 
hak-hak anak yang ber-
hadapan dengan hukum. 
Hal tersebut dibuktikan 
melalui pelaksanaan Sidang 
Tim Pengamat Pemasyara-
katan (TPP) yang dihelat di 
Ruang Pendidikan LPKA 
Kelas II Palu pada Rabu 
(29/7/2026).

Sidang strategis ini digelar 
guna membahas dua agenda 
penting, yakni usulan Remi-
si Umum 17 Agustus Tahun 
2026 bagi 38 orang Anak 
Binaan serta usulan pem-
berian hak integrasi bagi 2 
orang Anak Binaan yang 
telah memenuhi persya-
ratan administratif maupun 
substantif.

Pelaksanaan sidang ini di-
pimpin langsung oleh Ketua 
Sidang TPP, Andi Nuryadin, 
didampingi sekretaris Kusu-
mawati, serta dihadiri oleh 
jajaran anggota TPP, wali 
Anak Binaan, serta Pembim-
bing Kemasyarakatan (PK) 
dari Bapas Kelas I Palu.

Ketua Sidang TPP LPKA 
Kelas II Palu, Andi Nurya-
din, menegaskan bahwa 
seluruh rangkaian penilaian 
dilakukan tanpa intervensi 
dan berpedoman teguh pada 
regulasi yang berlaku.

"Seluruh proses pemba-
hasan kita laksanakan secara 
objektif, transparan, dan 
akuntabel. Keputusan yang 
diambil murni berpedoman 
pada hasil evaluasi pembin-
aan, penilaian perilaku hari-
an, rekomendasi dari Pem-
bimbing Kemasyarakatan, 
serta pemenuhan syarat 
administratif dan substantif 
dari masing-masing Anak 
Binaan," kata Andi Nurya-
din saat membuka sidang.

Menariknya, kegiatan ini 
turut disaksikan secara da-
ring melalui Zoom Meeting 
oleh Ketua Tim Pembinaan 
Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan 
Sulawesi Tengah, Antonius 
Andry Sangadi J., Kehadiran 
berbagai unsur ini men-
cerminkan kuatnya sinergi 
dalam mengawal proses 
pembinaan anak di lingkun-
gan pemasyarakatan.

Dalam arahannya secara 

LPKA Kelas II Palu saat menggelar Sidang Tim Pengamat Pe-
masyarakatan (TPP) di Ruang Pendidikan LPKA Kelas II Palu 
pada Rabu (29/7/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

LPKA Palu Gelar Sidang TPP, 
Evaluasi Remisi Anak Binaan

daring, Ketua Tim Pem-
binaan Kanwil Ditjenpas 
Sulteng, Antonius Andry 
Sangadi J., menekankan 
pentingnya profesionalisme 
dan integritas dalam mem-
berikan rekomendasi bagi 
Anak Binaan.

"Pelaksanaan Sidang TPP 
harus dilaksanakan secara 
profesional, objektif, trans-
paran, dan berintegritas 
dengan mengedepankan 
prinsip kehati-hatian. Pem-
berian hak integrasi maupun 
remisi adalah hak Anak 
Binaan yang wajib diproses 
sesuai aturan, dengan tetap 

memperhatikan hasil pem-
binaan, perkembangan peri-
laku, rekomendasi Pembim-
bing Kemasyarakatan, serta 
kelengkapan persyaratan 
administratif dan substantif 
agar dapat dipertanggung-
jawabkan," tegas Antonius.

Sidang berjalan secara 
komprehensif melalui dua 
agenda utama yakni Pem-
bahasan Hak Integrasi: PK 
Bapas Kelas I Palu mema-
parkan Penelitian Kemasy-
arakatan (Litmas) terhadap 
2 orang Anak Binaan. Tim 
TPP bersama wali pemasy-
arakatan mendiskusikan 

kesiapan mental, perkem-
bangan perilaku, serta ko-
mitmen keluarga dalam 
mendampingi anak pas-
ca-bebas nanti demi kelanca-
ran proses reintegrasi sosial, 
serta Pembahasan Usulan 
Remisi Umum 17 Agustus 
2026: Tim TPP menelaah se-
cara teliti data administratif, 
masa pidana yang telah dij-
alani, tingkat kedisiplinan, 
serta keaktifan 38 Anak 
Binaan dalam mengikuti 
program-program pembi-
naan kepribadian maupun 
kemandirian di LPKA Kelas 
II Palu.

Setelah melalui proses 
penelaahan mendalam dan 
musyawarah mufakat, se-
luruh hasil sidang dituang-
kan ke dalam Berita Acara 
Sidang TPP. Berita acara 
ini nantinya akan menjadi 
dasar resmi pengusulan 
kepada instansi berwenang 
sesuai mekanisme ketentuan 
perundang-undangan.

Pelaksanaan Sidang TPP 
ini mencerminkan komit-
men kuat LPKA Kelas II 
Palu dalam mewujudkan 
pelayanan pemasyarakatan 
yang profesional, akunta-
bel, dan transparan, serta 
memastikan terpenuhinya 
hak-hak Anak Binaan secara 
optimal demi masa depan 
mereka yang lebih baik.*/YAT

SULTENG RAYA - Kapol-
da Sulawesi Tengah (Sulteng), 
Irjen Pol. Nasri, menekankan 
tiga prioritas utama yang 
harus menjadi pedoman se-
luruh personel Polri dalam 
menjalankan tugas, yakni 
menjaga integritas dan profe-
sionalisme, memperkuat pen-
gawasan, serta meningkatkan 
pembinaan terhadap anggota. 

Arahan itu disampaikan 
saat memimpin apel pagi di 
Lapangan Apel Mako Pol-
da Sulawesi Tengah, Kamis 
(30/7/2026). Apel pagi terse-
but diikuti para Pejabat Utama 
(PJU) dan seluruh personel 
Polda Sulteng. 

Kesempatan itu menjadi 

momentum bagi Kapolda 
Sulteng untuk mengingatkan 
pentingnya disiplin serta pe-
laksanaan tugas kepolisian 
yang berorientasi pada pelay-
anan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolda 
Sulteng, Irjen Pol. Nasri mene-
gaskan bahwa integritas dan 
profesionalisme merupakan 
fondasi utama dalam mem-
bangun kepercayaan publik 
terhadap institusi Polri. Kare-
na itu, setiap anggota diminta 
menjalankan tugas dengan 
penuh tanggung jawab, men-
junjung tinggi etika profesi, 
serta menghindari segala ben-
tuk pelanggaran.

Kapolda juga mengingat-

Kapolda Sulteng Tekankan Tiga 
Prioritas Utama Bagi Seluruh Personel

kan seluruh personel agar 
selalu memberikan pelayanan 
yang cepat, humanis, dan 
responsif kepada masyarakat. 
Menurutnya, sikap serta peri-
laku setiap anggota di lapan-
gan akan menjadi cerminan 
institusi Polri di mata publik.

“Berikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat dengan 
mengedepankan sikap hu-
manis, profesional, dan penuh 
tanggung jawab. Jaga nama 
baik institusi melalui setiap 
tindakan dan perilaku dalam 
bertugas,” ujar Irjen Nasri.

Selain integritas, Kapolda 
juga menekankan pentingnya 
pengawasan yang dilakukan 
secara berjenjang di setiap 
satuan kerja. Menurutnya, 
pengawasan yang efektif 
dapat mencegah terjadinya 
pelanggaran sekaligus me-
mastikan seluruh pelaksanaan 
tugas berjalan sesuai standar 
operasional.

Ia meminta para kepala 
satuan kerja, hingga para 
perwira meningkatkan pen-
gawasan melekat terhadap 
anggotanya. Langkah ter-
sebut dinilai penting untuk 
membangun budaya kerja 
yang disiplin, akuntabel, dan 
berorientasi pada pelayanan 
kepada masyarakat.

Mengakhiri arahannya, Irj-
en Pol. Nasri juga mengingat-
kan pentingnya pembinaan 
terhadap personel agar kuali-
tas sumber daya manusia Polri 
terus meningkat. 

Ia berharap integritas dan 
profesionalisme, pengawasan, 
serta pembinaan menjadi tiga 
prioritas utama yang diterap-
kan dalam pelaksanaan tugas 
sehari-hari sehingga pela-
yanan kepada masyarakat 
semakin optimal dan keper-
cayaan publik terhadap Polri 
terus meningkat.

“Dengan menjadikan in-
tegritas, pengawasan, dan 
pembinaan sebagai budaya 
kerja, saya berharap seluruh 
personel dapat terus mening-
katkan kualitas kinerja dan 
memberikan pelayanan ter-
baik kepada masyarakat. Jaga 
kekompakan, disiplin, serta 
nama baik institusi dalam 
setiap pelaksanaan tugas,” 
jelasnya.*/YAT

Nasri

sin, hingga berbagai upaya 
pencegahan penyakit.

A g a r  s u a s a n a  t i d a k 
membosankan, mahasis-
wa menggunakan metode 
ceramah interaktif, disku-
si, demonstrasi langsung, 
hingga sesi tanya jawab. 
Tak tanggung-tanggung, 
demi membakar seman-
gat peserta, panitia juga 
menyediakan hadiah be-
rupa uang tunai bagi anak 
binaan yang berhasil men-
jawab pertanyaan dengan 
baik. Alhasil, gelak tawa 
dan antusiasme yang ting-
gi terlihat jelas dari wajah 
para peserta sepanjang 
acara.

Kepala LPKA Kelas II 
Palu ,  Wel l i ,  memberi -
kan apresiasi yang ting-
gi terhadap pelaksanaan 
kegiatan kolaboratif ini. 
Menurutnya, edukasi ke-
sehatan semacam ini sangat 
penting untuk membentuk 
karakter anak binaan agar 
lebih peduli terhadap diri 
sendiri dan lingkungan 
sekitar.

"Kami menyambut baik 
dan mengapresiasi seting-
gi-tingginya kegiatan pen-
yuluhan PHBS oleh maha-
siswa FIKES Unismuh Palu 
dan Puskesmas Bulili ini. 
Kesehatan adalah modal 
utama bagi anak-anak kita 
dalam menjalani proses 
pembinaan. Melalui ke-
giatan seperti ini, kami 
berharap anak-anak bin-
aan dapat menanamkan 
kebiasaan hidup bersih, 
sehingga kelak ketika me-
reka kembali ke tengah 
masyarakat, mereka men-
jadi pribadi yang sehat, 
produktif, dan siap mem-
bawa perubahan positif," 
kata Welli.

Senada dengan hal terse-
but, perwakilan pembim-
bing dari Puskesmas Bulili, 
Ajinah, turut mengung-

kapkan rasa bangganya 
terhadap keaktifan para 
anak binaan selama kegi-
atan berlangsung.

"Antusiasme yang di-
tunjukkan oleh anak-anak 
binaan LPKA Kelas II Palu 
sangat luar biasa di luar 
dugaan kami. Mereka san-
gat interaktif, terutama 
saat sesi demonstrasi cuci 
tangan dan tanya jawab 
berhadiah. 

Kami  berharap i lmu 
tentang PHBS yang telah 
disampaikan hari ini ti-
dak sekadar menjadi teori, 
melainkan benar-benar di-
terapkan dalam keseharian 
mereka selama di dalam 
maupun di luar LPKA nan-
tinya," ujar Ajinah.

Dosen Pembimbing dari 
Universitas Muhamma-
diyah Palu, Afni, juga men-
ambahkan bahwa kegiatan 
magang ini menjadi wadah 
pengabdian nyata bagi 
mahasiswa untuk mengap-
likasikan ilmu kesehatan 
masyarakat secara langs-
ung kepada kelompok ren-
tan dan masyarakat luas.

Rangkaian kegiatan yang 
edukatif dan penuh kehan-
gatan ini akhirnya ditutup 
dengan sesi foto bersama 
antara anak binaan, ma-
hasiswa magang, pihak 
Puskesmas Bulili, Dosen 
Pembimbing, serta jajaran 
pegawai LPKA Kelas II 
Palu. Seluruh rangkaian 
kegiatan dilaporkan ber-
jalan dengan tertib, aman, 
dan lancar.

Melalui kegiatan ini, di-
harapkan pengetahuan dan 
kesadaran anak binaan ter-
hadap pentingnya menjaga 
kebersihan diri dan ling-
kungan semakin mening-
kat, sehingga mereka dapat 
terus mencegah berbagai 
penyakit dan membangun 
pola hidup sehat sepanjang 
masa.*/YAT
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Waki l  Menter i  Aga-
ma (Wamenag) RI, Romo 
Muhammad Syafi'i men-
gatakan, langkah itu me-
rupakan tindak lanjut atas 
arahan pemerintah dalam 
memperkuat perlindungan 
generasi muda dari berbagai 
pengaruh yang dinilai ber-
tentangan dengan nilai-nilai 
agama.  

"Kenapa Kemenag kemu-
dian berinisiasi menyusun 
kurikulum yang akan di-in-
sert ke kurikulum yang ber-
jalan? Untuk memberikan 
pemahaman kepada anak-
anak didik agar tidak ter-
papar oleh budaya LGBTQ," 
ujar Romo Syafi'i kepada 
wartawan usai menghadiri 
"Muharram Islamic Literacy 
Festival (MILFEST) 1448 H" 
di Unit Percetakan Alquran 
Kementerian Agama, Ciawi, 
Kabupaten Bogor, Kamis 
(30/7/2026).

Menurut dia, materi yang 
disiapkan bukan merupakan 

kurikulum baru, melainkan 
penguatan pemahaman kea-
gamaan yang diintegrasikan 
ke dalam kurikulum yang 
sudah berjalan.

Ia mengatakan, dari per-
spektif Islam, materi terse-
but akan menitikberatkan 
pada pengamalan ajaran 
Alquran. Romo Syafi 'i men-
gutip sejumlah ayat yang 
menyebut penciptaan ma-
nusia sebagai laki-laki dan 
perempuan.

"Jadi lagi-lagi itu hanya 
sosialisasi pengamalan Al-
quran. Dalam Alquran di-
kenal man 'amila shalihan 
min dzakarin aw untsa dan 
Ya ayyuhannasu inna kha-
laqnakum min dzakarin 
wa untsa. Jadi itu bagian 
dari pengamalan Alquran," 
ucapnya.

Romo Syafi 'i menjelaskan, 
penyusunan materi tersebut 
dilakukan setelah pemerin-
tah menerbitkan Peraturan 
Presiden Nomor 111 Tahun 

WARGA menandatangani kain putih saat kampanye dan deklarasi anti LGBT (Lesbian, Gay, Bisek-
sual, dan Transgender di Padang, Sumatera Barat, Ahad (21/6/2026). FOTO: ANT

CEGAH PENYEBARAN BUDAYA LGBTQ

Kemenag 
Siapkan 

Kurikulum 
Lintas Agama

SULTENG RAYA - Kementerian Agama 
(Kemenag) tengah menyiapkan materi pem-
belajaran yang akan diintegrasikan ke dalam 
kurikulum pendidikan keagamaan untuk 
memperkuat pemahaman peserta didik ter-
kait pencegahan penyebaran budaya LGBTQ. 
Penyusunan materi tersebut melibatkan 
seluruh unsur agama yang berada di bawah 
pembinaan Kemenag.

2024. 
Menurutnya, regulasi ter-

sebut menjadi dasar bagi 
Kemenag untuk segera 
membentuk tim penyusun.

"Karena itu kita segera 
buat tim dan sudah hampir 
selesai. Mungkin tahun aja-
ran ini sudah mulai di-insert 
ke kurikulum berjalan agar 
anak-anak tidak terpapar 
dengan budaya LGBTQ," 
katanya.

Untuk tahap awal, im-
plementasi akan dilakukan 
pada satuan pendidikan di 
bawah Kementerian Agama. 
Namun, Kemenag juga telah 
berkomunikasi dengan Ke-
menterian Pendidikan Dasar 
dan Menengah mengenai 
kemungkinan pengemban-
gan materi serupa.

"Untuk sementara ini kita 
mulai di Kementerian Ag-
ama. Tapi kemarin sudah 
ada sounding dengan Dik-
dasmen. Kalau itu sudah 
selesai, mungkin mereka 
juga akan menduplikasi 
atau mengembangkan," ujar 
Romo Syafi 'i.

Ia menambahkan, pen-
yusunan materi tidak hanya 
ditujukan bagi pendidikan 
Islam. Menurutnya, seluruh 
lembaga pendidikan keaga-
maan di bawah Kementeri-
an Agama akan mengguna-
kan pendekatan serupa.

"Di Kementerian Agama 
itu bukan hanya Islam. Ada 
Kristen, Katolik, Hindu, 
Buddha, dan Khonghucu. 
Tim yang dibentuk juga 
lengkap, ada perwakilan 
dari semua agama tersebut," 
katanya.

Menurut Romo Syafi'i, 
masing-masing unsur aga-
ma memberikan landasan 
ajaran sesuai keyakinannya 
masing-masing.

"Mereka memberikan 
dasar-dasar pemahaman 
keagamaan yang ternyata 
semua agama yang diakui 
di Indonesia ini menolak bu-
daya LGBTQ," jelasnya.RPB

SULTENG RAYA - Men-
teri Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia (P2MI), 
Mukhtarudin, menerima kun-
jungan resmi delegasi Pemer-
intah Republik Albania yang 
dipimpin Menteri Ekonomi 
dan Inovasi Republik Albania, 
Delina Ibrahimaj, di Kantor 
Kementerian P2MI, Jakarta, 
Kamis 30 Juli 2026.

Dalam pertemuan tersebut, 
kedua negara menandatanga-
ni Memorandum of Under-
standing (MoU) tentang kerja 
sama penempatan dan pelin-
dungan pekerja migran seba-
gai langkah strategis mem-
perkuat hubungan bilateral di 
bidang ketenagakerjaan.

Delegasi Albania yang ha-
dir antara lain Head of the 
Embassy of the Republic of 
Albania in the Republic of 
Indonesia Nikson Ballço, De-
puty Minister of Economy and 
Innovation Dr. Olta Manjani, 
serta Embassy Secretary Offi -
cer Sarah Widodo. Sementara 
Menteri Mukhtarudin di-
dampingi Sekretaris Jenderal 
Kementerian P2MI, Komjen 
Pol. Dwiyono.

Menteri Mukhtarudin men-
gatakan bahwa penandatan-
ganan MoU ini merupakan 
tindak lanjut dari kunjungan 
Presiden RI Prabowo Subianto 
ke Albania yang sebelumnya 
bertemu dengan Presiden dan 
Perdana Menteri Republik 
Albania untuk membahas 
penguatan kerja sama kedua 
negara.

"Pertemuan hari ini sebe-
narnya merupakan tindak lan-
jut dari kunjungan sebelum-
nya Bapak Presiden Prabowo 
Subianto ke Albania. Hari ini 
ditandai dengan penandatan-
ganan MoU antara Indonesia 
dan Republik Albania dalam 
rangka memperkuat sinergi 
hubungan ketenagakerjaan, 
khususnya memperkuat pe-
lindungan pekerja migran 
Indonesia yang nantinya di-
tempatkan di Albania," ujar 
Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin 
menyampaikan apresiasi atas 
kunjungan Menteri Ekonomi 
dan Inovasi Albania beserta 
delegasi ke Indonesia di mana 
pertemuan tersebut menjadi 
momentum penting untuk se-
makin mempererat hubungan 
persahabatan kedua negara 
yang selama ini dibangun atas 
dasar saling menghormati, 
saling percaya, dan semangat 
kemitraan yang saling men-
guntungkan.

"Kami mengucapkan sela-
mat datang dan memberikan 
penghargaan setinggi-ting-
ginya kepada Yang Mulia 
Menteri Ekonomi dan Ino-
vasi Republik Albania be-
serta seluruh delegasi. Kami 
mengapresiasi komitmen 
Pemerintah Albania dalam 
memperkuat hubungan bi-
lateral dengan Indonesia, 
khususnya melalui pengem-
bangan kerja sama di bidang 
penempatan dan pelindungan 
pekerja migran," beber Mente-
ri Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin me-
negaskan, kerja sama tersebut 
sejalan dengan arahan Presi-
den Prabowo Subianto agar 
Kementerian P2MI membe-
rikan pelindungan maksimal 
kepada pekerja migran Indo-
nesia sejak sebelum berangkat, 
selama bekerja, hingga setelah 
kembali ke Tanah Air.

Selain itu, pemerintah juga 
terus menggeser paradigma 
penempatan pekerja migran 
dari sektor low-skill menuju 
medium-high skilled wor-
kers, sehingga tenaga kerja 

MENTERI P2MI dan Menteri Ketenagakerjaan Albania menanda-
tangani kerja sama di Jakarta. FOTO: REP

Negara Eropa Ini Membutuhkan 
Pekerja Terampil dari Indonesia

Indonesia memiliki daya saing 
yang lebih tinggi di pasar kerja 
internasional.

"Albania merupakan salah 
satu negara yang nantinya 
menjadi tujuan penempatan 
pekerja migran Indonesia 
dengan kategori skilled wor-
kers, baik pada sektor formal 
maupun tenaga profesional," 
tandas Menteri Mukhtarudin.

Berdasarkan data Sistem 
Komputerisasi Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia 
(SISKOP2MI), sepanjang 
Januari 2025 hingga 29 Juli 
2026, Kementerian P2MI telah 
memfasilitasi 142 layanan 
penempatan pekerja migran 
Indonesia ke Albania.

Meski jumlahnya masih 
relatif terbatas, Mukhtarudin 
menilai penandatanganan 
MoU ini menjadi fondasi 
penting untuk membangun 
sistem penempatan yang lebih 
tertata, aman, dan berkelan-
jutan.

"Seluruh proses pen-
yusunan MoU, mulai dari 
penyampaian usulan Pemer-
intah Albania, penyampaian 
counter draft oleh Pemerintah 
Indonesia, hingga diterima-
nya naskah fi nal dari Albania, 
mencerminkan komitmen 
kuat kedua negara dalam 
membangun kerangka kerja 
sama yang memiliki kepasti-
an hukum," imbuh Menteri 
Mukhtarudin.

Mukhtarudin menekankan 
bahwa implementasi MoU 
harus dilanjutkan melalui 
penyusunan instrument se-
bagai pedoman operasional 
agar seluruh kesepakatan 
dapat diterapkan secara jelas, 
terukur, dan akuntabel.

Instrumen tersebut, lanjut 
Menteri Mukhtarudin juga 
menjadi bagian dari prinsip 
kehati-hatian (prudential ap-
proach) dalam kerja sama 
ketenagakerjaan internasional 
guna memastikan pelindun-
gan pekerja migran berjalan 
optimal sejak proses rekrut-
men, masa penempatan, hing-
ga penyelesaian apabila terjadi 
persoalan di negara tujuan.

Indonesia juga mendorong 
implementasi kerja sama dila-
kukan secara bertahap dengan 
memprioritaskan sektor-sek-
tor yang memiliki kebutuhan 
tenaga kerja yang jelas dan 
memungkinkan pengawasan 
optimal oleh kedua pemer-
intah.

"Indonesia siap memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja teram-
pil Albania pada sektor hos-
pitality, kesehatan, manu-
faktur, dan konstruksi. Kami 
meyakini keberhasilan pada 
sektor-sektor prioritas tersebut 
akan menjadi fondasi yang 
kuat untuk memperluas kerja 

sama pada sektor potensial 
lainnya di masa mendatang," 
ujar Mukhtarudin.

Menteri P2MI menegaskan 
evaluasi bersama secara ber-
kala akan menjadi instrumen 
penting untuk meningkatkan 
kualitas implementasi kerja 
sama sekaligus menyesuaikan 
kebutuhan pasar kerja Albania 
di masa depan.

Mukhtarudin pun kembali 
menyampaikan apresiasi ke-
pada Pemerintah Republik 
Albania atas komitmen dan 
keterbukaannya selama pro-
ses pembahasan kerja sama 
ketenagakerjaan kedua ne-
gara.

"Kami berharap Memoran-
dum of Understanding beserta 
implementing instrument 
yang akan disusun nantinya 
menjadi landasan yang kokoh 
bagi kerja sama yang berke-
lanjutan, memberikan man-
faat nyata bagi kedua negara, 
serta semakin mempererat 
hubungan persahabatan Indo-
nesia dan Albania," pungkas 
Menteri P2MI Mukhtarudin.

INDONESIA MITRA 
STRATEGIS ASIA TENG-

GARA
Sementara itu, Menteri Eko-

nomi dan Inovasi Republik Al-
bania, H.E. Delina Ibrahimaj, 
menegaskan komitmen peme-
rintahnya untuk memperkuat 
hubungan bilateral dengan In-
donesia melalui implementasi 
nyata Memorandum of Un-
derstanding (MoU) di bidang 
penempatan dan pelindungan 
pekerja migran.

Delina Ibrahimaj mengata-
kan, kunjungannya ke Indo-
nesia merupakan kunjungan 
resmi tingkat menteri pertama 
dari Albania sejak pembukaan 
Kedutaan Besar Albania di 
Jakarta. Menurutnya, momen-
tum tersebut menjadi tonggak 
baru dalam hubungan diplo-
matik kedua negara.

"Kami hadir di Jakarta un-
tuk kunjungan resmi tingkat 
pertama dari Albania ke In-
donesia. Ini juga merupakan 
kunjungan tingkat tinggi per-
tama oleh seorang Menteri 
Albania setelah pembukaan 
Kedutaan Besar Albania di 
Jakarta," ujar Delina.

Ia menyampaikan apresiasi 
kepada Kementerian P2MI 
atas dukungan dan kerja sama 
yang terjalin selama proses 
penyusunan hingga penan-
datanganan MoU.

"Pertama, izinkan saya 
mengucapkan terima kasih 
atas keramahan dan kerja 
sama luar biasa yang telah 
diberikan oleh Kementerian 
Bapak selama persiapan MoU 
hari ini. Kerja sama ini sebe-
narnya telah dimulai beberapa 

tahun lalu dan hari ini menjadi 
finalisasi dari proses yang 
telah kita bangun bersama," 
tutur Delina.

Menurut Delina, keberha-
silan kedua negara menye-
lesaikan MoU tidak hanya 
mencerminkan efi siensi biro-
krasi, tetapi juga menunjuk-
kan adanya kemauan politik 
yang kuat untuk memperluas 
kerja sama yang saling men-
guntungkan.

"Kami tidak hanya men-
cerminkan efisiensi, tetapi 
juga keinginan untuk bekerja 
sama dan komitmen politik 
untuk terus melangkah lebih 
maju demi hubungan yang 
semakin baik antara Albania 
dan Indonesia," cetus Delina.

Ia menegaskan, Albania 
memandang Indonesia se-
bagai salah satu mitra pa-
ling penting di kawasan Asia 
Tenggara. Karena itu, keha-
diran diplomatik Albania di 
Jakarta menjadi bagian dari 
strategi memperkuat hubun-
gan dengan Indonesia dalam 
berbagai sektor.

"Albania melihat Indonesia 
sebagai mitra yang sangat 
penting di Asia Tenggara. 
Penandatanganan kerja sama 
hari ini bukan hanya sebuah 
dokumen, tetapi merupakan 
simbol komitmen kami untuk 
membangun kemitraan jang-
ka panjang," ujarnya.

Delina juga meyakini hu-
bungan kedua negara akan se-
makin berkembang di bawah 
kepemimpinan Presiden RI 
Prabowo Subianto. Ia men-
gingat kembali pertemuan 
Presiden Prabowo dengan 
Perdana Menteri Albania Edi 
Rama dan Presiden Albania 
Bajram Begaj di Tirana pada 
2024 yang menjadi fondasi 
penguatan hubungan bila-
teral.

"Kami percaya di bawah 
kepemimpinan Presiden Pra-
bowo Subianto, hubungan 
kedua negara akan terus ber-
kembang. Pertemuan di Tira-
na pada tahun 2024 menjadi 
momentum penting, dan hari 
ini merupakan kelanjutan 
nyata dari komitmen terse-
but," ujar Delina.

Lebih lanjut, Delina berha-
rap MoU yang telah ditanda-
tangani segera diimplemen-
tasikan melalui program-pro-
gram konkret yang mampu 
memberikan manfaat bagi 
kedua negara.

"Kami tidak hanya senang 
dengan penandatanganan 
kerja sama ini, tetapi juga 
menantikan implementasinya 
serta kerja sama jangka pan-
jang yang mencerminkan 
kepercayaan dan keyakinan 
antara kedua pemerintah," 
ujarnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Delina juga mengungkap-
kan bahwa Albania meman-
dang tenaga kerja Indonesia 
sebagai sumber daya manusia 
yang memiliki reputasi baik di 
tingkat internasional.

"Kami menilai tenaga kerja 
Indonesia sangat dihormati 
secara internasional karena 
profesionalisme dan kemam-
puan yang dimiliki. Oleh kare-
na itu, kami ingin memperluas 
kerja sama dengan tenaga ker-
ja Indonesia," ungkap Delina.

Delina Ibrahimaj menjelas-
kan bahwa Albania saat ini 
memiliki kebutuhan tenaga 
kerja di berbagai sektor jasa, 
seperti kesehatan, logistik, 
dan pertanian. Meskipun 
merupakan negara dengan 
wilayah yang relatif kecil, Al-
bania memiliki perekonomian 
yang terus berkembang dan 
semakin beragam.

"Albania memang negara 
kecil, tetapi kami memiliki 
ekonomi yang terus bertum-
buh. Letak kami yang strategis 
di Eropa serta proses berga-
bung dengan Uni Eropa akan 
menjadi nilai tambah, tidak 
hanya bagi Albania tetapi 
juga membuka peluang yang 
lebih besar bagi Indonesia," 
pungkas Menteri Ekonomi 
dan Inovasi Republik Albania, 
Delina Ibrahimaj.

Melalui kesepakatan ini, 
Pemerintah Indonesia dan 
Republik Albania berkomit-
men untuk terus memperkuat 
hubungan bilateral berbasis 
prinsip saling menguntung-
kan (mutual benefi t).

Langkah ini diharapkan tak 
hanya membangun sistem 
tata kelola penempatan dan 
pelindungan pekerja migran 
yang lebih transparan dan 
aman, tetapi juga semakin 
mempererat tali persahabatan 
serta kerja sama strategis ke-
dua negara di masa menda-
tang.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

WACANA penyesuaian hak 
keuangan atau gaji kepala 
daerah kembali bergulir 
ke ruang publik. Menteri 

Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian 
baru-baru ini melontarkan pernyataan 
yang menyentuh persoalan fundamen 
birokrasi kita. Menurut Tito, aturan men-
genai gaji kepala daerah sudah 26 tahun 
lamanya tidak berubah.Politik

Dalam rentang waktu lebih dari dua 
dekade, Indonesia telah mengalami 
perubahan besar pada tingkat inflasi, 
biaya hidup, struktur ekonomi, hingga 
kompleksitas penyelenggaraan pemerin-
tahan daerah. Di sisi lain, kepala daerah, 
baik gubernur, bupati, maupun wali 
kota, memikul tanggung jawab yang 
teramat besar. Mereka mengelola ang-
garan pendapatan dan belanja daerah 
(APBD) bernilai triliunan rupiah serta 
menanggung hajat hidup jutaan warga 
di wilayahnya.

Para kepala daerah semestinya mem-
peroleh imbalan yang layak sesuai be-
sarnya beban kerja dan tanggung jawab. 
Selain itu, agar tidak terdorong mencari 
penghasilan tambahan, apalagi lewat 
cara-cara yang menyimpang.

Maka, langkah dan iktikad pemerintah 
untuk memformulasikan ulang gaji kepala 
daerah sangat patut kita dukung. Namun, 
pemerintah juga harus berhati-hati dalam 
membangun narasi. Jangan sampai 
muncul kesan penaikan penghasilan 
merupakan obat mujarab untuk membe-
rantas korupsi.Etika

Fakta justru menunjukkan hubungan 
antara besarnya pendapatan dan perilaku 
koruptif jauh lebih rumit daripada seka-
dar nominal gaji. Studi pakar ilmu politik 
Daniel Treisman dalam What Have We 
Learned About the Causes of Corrupti-
on? menunjukkan tingkat korupsi lebih 
dipengaruhi kualitas institusi, supremasi 
hukum, efektivitas pengawasan, dan 
akuntabilitas politik daripada besarnya 
gaji pejabat.

Kajian Bank Dunia maupun OECD juga 
berkali-kali menegaskan bahwa penaikan 
remunerasi hanya efektif bila disertai pe-
negakan hukum yang kuat serta probabi-
litas tinggi bagi pelaku untuk tertangkap 
dan dihukum.

Studi yang pernah dirilis oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 
sejumlah akademisi secara gamblang 
menyimpulkan bahwa tingginya angka 
korupsi kepala daerah lebih banyak dipi-
cu oleh mahalnya biaya politik elektoral. 
Modal miliaran hingga ratusan miliar 
rupiah untuk kampanye, membayar ma-
har partai, hingga membeli suara, tidak 
akan pernah bisa dilunasi hanya dengan 
mengandalkan gaji bulanan, sebesar apa 
pun gaji itu dinaikkan.Upah & Tunjangan

Publik juga tahu, meski gaji pokok ke-
pala daerah terkesan kecil, mereka mene-
rima biaya penunjang operasional (BPO) 
yang dihitung dari persentase pendapatan 
asli daerah (PAD). Bagi daerah-daerah 
kaya, angka uang operasional itu bisa 
mencapai miliaran rupiah per bulan dan 
dikelola dengan sangat longgar.

Fakta tersebut menelanjangi dalih ‘gaji 
kecil’ sebagai pembenaran untuk mencuri 
uang rakyat. Tengok saja deretan panjang 
kepala daerah yang terpaksa mengena-
kan rompi oranye KPK. Apakah mereka 
orang-orang yang kekurangan secara 
finansial? Sama sekali tidak.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan 
Nurdin Abdullah, misalnya, dikenal 
sebagai sosok akademisi dan pengusaha 
dengan kekayaan puluhan miliar rupiah 
sebelum menjabat. Toh ia tetap tersan-
dung kasus suap proyek infrastruktur.

Begitu pula eks Bupati Kutai Karta-
negara Rita Widyasari yang hartanya 
melimpah ruah bak sultan, tetapi terbukti 
korupsi menerima gratifikasi ratusan mi-
liar rupiah.Pemerintah

Hak keuangan boleh dan wajib dise-
suaikan dengan zaman, tetapi mutlak 
harus dibarengi dengan reformasi sistem 
pemilu yang memangkas politik uang, 
serta penegakan hukum yang berorientasi 
pada pemiskinan koruptor tanpa pandang 
bulu.

Gaji yang layak mungkin saja bisa 
mengurangi alasan untuk korupsi, tetapi 
yang pasti hanya integritas dan sistem 
antikorupsi yang kuat yang mampu 
menangkal rasuah yang sarat keseraka-
han.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-
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Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Ekonomi Kreatif adalah Mesin Baru 
Pertumbuhan yang Dimulai dari Daerah 

PERAN ekonomi kreatif sebagai penggerak 
baru pertumbuhan nasional semakin ditegas-
kan melalui berbagai kebijakan strategis peme-
rintah. Dengan pendekatan yang terintegrasi 
dan berbasis potensi daerah, sektor ini diposi-
sikan tidak hanya sebagai pelengkap, melain-
kan sebagai fondasi baru dalam pembangunan 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah 
tersebut diperkuat melalui penetapan Rencana 
Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045 
sebagai pedoman jangka panjang.

DALAM konfe-
rensi pers yang 
diselenggara-
kan oleh Badan 

Komunikasi Pemerintah RI, 
Menteri Ekonomi Kreatif/Ke-
pala Badan Ekonomi Kreatif, 
Teuku Riefky Harsya, mene-
gaskan bahwa ekonomi krea-
tif dipandang sebagai mesin 
baru pertumbuhan ekonomi 
nasional yang dimulai dari 
daerah. Ia menyampaikan 
bahwa sektor ini tidak ha-
nya memberikan kontribusi 
terhadap produk domestik 
bruto, tetapi juga mampu 
menciptakan lapangan ker-
ja berkualitas, memperluas 
investasi dan ekspor, serta 
memastikan manfaat ekono-
mi dapat dirasakan secara 
merata di berbagai wilayah 
Indonesia.

Pembangunan ekonomi 
kreatif diketahui telah se-
jalan dengan visi Asta Cita 
Presiden Republik Indo-
nesia, Prabowo Subianto. 
Dalam kerangka tersebut, 
penciptaan lapangan kerja 

OLEH : ABDUL RAZAK)*

Untuk memperkuat arah 
pembangunan, Peraturan Pre-
siden Nomor 37 Tahun 2026 
tentang Rindekraf 2026–2045 
telah ditetapkan. Dokumen 
strategis tersebut mencakup 
21 subsektor ekonomi kreatif, 
empat tahapan implementasi, 
serta pembagian peran lintas 
kementerian, lembaga, dan 
pemerintah daerah. Dalam 
kesempatan tersebut, Teuku 
Riefky Harsya menjelaskan 
bahwa Rindekraf menjadi 
panduan strategis agar pen-
gembangan ekonomi kreatif 
dapat berjalan secara terarah, 
terintegrasi, dan berkelan-
jutan.

Penguatan ekosistem eko-
nomi kreatif juga telah dilaku-
kan melalui pendekatan kola-
borasi heksaheliks yang me-
libatkan pemerintah, dunia 
usaha, akademisi, komunitas, 
media, serta lembaga keuan-
gan. Sinergi tersebut diyakini 
mampu mendorong lahirnya 
lebih banyak karya kreatif 
yang memiliki nilai tambah 
tinggi dan daya saing global. 
Program prioritas turut dike-
lompokkan ke dalam delapan 
klaster ASTA EKRAF yang 
mencakup penguatan data, 
regulasi, talenta, infrastruk-
tur, kekayaan intelektual, 
pembiayaan, pemasaran, dan 
diplomasi ekonomi kreatif.

Di tingkat daerah, pen-
guatan ekonomi kreatif telah 
diwujudkan melalui berba-
gai inisiatif konkret. Salah 
satu contoh terlihat dalam 
penyelenggaraan Dekranasda 
Cilegon Fest 2026 yang dige-
lar dalam rangka Hari Ulang 
Tahun ke-27 Kota Cilegon. 
Kegiatan tersebut telah dijadi-
kan sebagai wadah ekspresi, 

kreativitas, dan inovasi masy-
arakat, khususnya dalam 
bidang seni dan fashion ber-
basis kearifan lokal.

Plt. Sekretaris Daerah Kota 
Cilegon, Ahmad Aziz Setia 
Ade Putra, menyampaikan 
bahwa kegiatan tersebut me-
miliki peran strategis bagi 
daerah. Ia menilai kegiatan 
tersebut tidak hanya ber-
fungsi sebagai hiburan, tetapi 
juga sebagai sarana untuk 
mendorong pelestarian bu-
daya sekaligus memperkuat 
ekonomi kreatif daerah. Se-
lain itu, ruang promosi bagi 
pelaku usaha lokal dinilai 
semakin terbuka, sehingga 
produk daerah dapat dikenal 
lebih luas.

Sejalan dengan hal tersebut, 
Ketua Harian Dekranasda 
Kota Cilegon, Didin S. Mau-
lana, menyampaikan bahwa 
kegiatan tersebut difokuskan 
pada penguatan sektor kriya 
dan wastra lokal. Ia menjelas-
kan bahwa melalui kegiatan 
tersebut diharapkan ruang 
apresiasi bagi para perajin 
serta desainer lokal dapat se-
makin berkembang, sekaligus 
mendorong tumbuhnya ke-
cintaan masyarakat terhadap 
produk dalam negeri.

Melalui kegiatan tersebut, 
promosi produk lokal telah 
diperkuat sehingga identitas 
budaya daerah dapat sema-
kin terjaga. Peragaan busana 
etnik yang ditampilkan juga 
telah menjadi simbol sinergi 
antara berbagai elemen masy-
arakat dalam mengangkat 
potensi lokal. Partisipasi dari 
berbagai unsur menunjukkan 
adanya komitmen bersama 
dalam mendorong daya saing 
produk kreatif daerah di pa-

sar nasional maupun global.
Gerakan Bangga Meng-

gunakan Produk Lokal juga 
terus didorong sebagai bagian 
dari strategi memperkuat ke-
mandirian ekonomi daerah. 
Dengan meningkatnya peng-
gunaan produk lokal, per-
putaran ekonomi di tingkat 
daerah dapat ditingkatkan, 
peluang kerja dapat diperlu-
as, dan ketahanan ekonomi 
dapat diperkuat secara ber-
kelanjutan.

Ke depan, posisi Indone-
sia sebagai salah satu pusat 
ekonomi kreatif dunia akan 
diperkuat melalui penye-
lenggaraan World Confe-
rence on Creative Economy 
(WCCE) 2026 di Jakarta. 
Forum internasional tersebut 
diharapkan dapat mengha-
silkan Jakarta Vision on Cre-
ative Economy yang akan 
diusulkan sebagai bagian 
dari agenda pembangunan 
global pasca-Sustainable 
Development Goals 2030.

Secara keseluruhan, ekono-
mi kreatif telah menunjukkan 
potensinya sebagai mesin 
baru pertumbuhan ekonomi 
nasional yang dimulai dari 
daerah. Melalui kebijakan 
yang terarah, kolaborasi lin-
tas sektor, serta penguatan 
ekosistem yang berkelan-
jutan, sektor ini diharapkan 
dapat terus berkembang dan 
memberikan kontribusi yang 
signifikan bagi kesejahteraan 
masyarakat. Dengan meman-
faatkan kekayaan budaya dan 
kreativitas lokal, arah pem-
bangunan ekonomi Indonesia 
semakin menguat menuju 
pertumbuhan yang inklusif, 
inovatif, dan berdaya saing 
tinggi. )* Analis Kebijakan 

berkualitas telah didorong, 
kewirausahaan telah diper-
kuat, dan nilai tambah ek-
onomi telah ditingkatkan 
melalui pemanfaatan inovasi, 
teknologi, budaya, serta ke-
kayaan intelektual. Dengan 
demikian, transformasi ek-
onomi nasional diarahkan 
agar lebih adaptif terhadap 
dinamika global.

Capaian sektor ekono-
mi kreatif pada tahun 2025 
menunjukkan kinerja yang 
positif. Realisasi investasi 
sebesar Rp183,01 triliun telah 
dicatatkan atau mencapai 
134 persen dari target yang 
ditetapkan. Selain itu, nilai 
ekspor sebesar USD31,94 
miliar telah diraih atau seta-
ra dengan 120 persen dari 
target, dengan kontribusi se-
kitar 12 persen terhadap total 
ekspor nonmigas. Dari sisi 
ketenagakerjaan, sebanyak 
27,4 juta tenaga kerja telah 
diserap atau 107 persen dari 
target, yang sebagian besar 
didominasi oleh generasi 
muda dan perempuan.

Bukan 
Penawar 
Korupsi
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PERTAMA adalah 
soal kemungkinan 
terjadinya gesekan 
keras antara PSI dan 

PDI-P yang selama ini meng-
klaim Jawa Tengah sebagai 
“kandang banteng”. Penetrasi 
politik yang dilakukan oleh 
PSI selama ini, baik pada per-
helatan Pileg 2024 sebelumnya 
maupun setelahnya memang 
ditekankan pada wilayah Jawa 
Tengah yang merupakan basis 
domisili Kaesang dan Joko-
wi—sosok kuat di belakang 
PSI. Penetrasi inilah yang di-
baca PDI-P sebagai ancaman 
dan semakin tebal melalui 
pernyataan Kaesang untuk 
maju melalui Dapil Jateng V 
yang krusial secara politik.

Kedua adalah perihal mak-
na strategis dari Dapil Jateng 
V itu sendiri. Pemilihan Dapil 
Jateng V—Solo, Sukoharjo, 
Klaten, dan Boyolali—oleh 

DALAM acara Rakorda Partai Solidaritas In-
donesia (PSI) pada Sabtu (25/7), Ketua Umum 
DPP PSI, Kaesang Pangarep, melontarkan 
pernyataan sekaligus keinginannya untuk maju 
pada perhelatan Pemilu Legislatif (Pileg) 2029 
dari Dapil Jateng V—lazim disebut sebagai Da-
pil Solo Raya. Pernyataan politik ini mungkin 
terbilang sederhana jika dilihat dari kacamata 
dinamika internal partai—bahwa ia seorang 
ketua umum dan merupakan suatu kelumra-
han. Namun, ada beberapa hal yang membuat 
pernyataan ini tidak sederhana dan memiliki 
resonansi politik yang cukup kuat terhadap 
kekuatan politik lainnya.

Kaesang sebagai “medan tem-
pur” perebutan suara bukan 
tanpa musabab. Ia lahir, tum-
buh, dan berkembang di Solo. 
Ia juga memiliki kredit politik 
yang besar sebagai legasi 
politik ayahnya yang mantan 
Walikota Solo dan Presiden 
Indonesia dua periode. Selain 
itu, yang menjadi lebih mena-
rik adalah kemungkinannya 
untuk head to head dengan 
penguasa dapil tersebut dari 
PDI-P, yakni Puan Maharani, 
yang saat ini menduduki kursi 
di Senayan dengan perolehan 
sebesar 297.366 suara. Per-
tarungan ini ke depan akan 
sangat menarik, bukan saja 
perang antarindividu peserta 
Pemilu, tapi juga penahbisan 
siapa pemenang antara duel 
PSI vis a vis PDI-P di dapil 
tersebut.

Memecah Kejumudan Politik

Rasanya terlalu dini un-
tuk menanggapi secara seri-
us pernyataan suami Erina 
Sofia Gudono ini dengan 
membuat analisis politik atau 
peta jalan terkait rencana 
dan strategi politik ke depan 
yang akan digunakan. Ke-
jauhan. Persoalan menariknya 
sebenarnya bukan di situ. 
Ada relasi yang kuat antara 
pernyataan tersebut dengan 
situasi politik nasional yang 
jumud belakangan ini. Di-
namika politik nasional hari 
ini terlalu sentripetal dengan 
Presiden Prabowo sebagai 
magnet kekuasaan. Kekua-
saan nyaris tanpa penantang, 
bahkan check and balances. 
PDI-P yang mengklaim seba-
gai partai penyeimbang juga 
belum kelihatan visi dan poin 
mana yang diseimbangkan. 
Sikap oposan yang dilakukan 
masih terkesan terlalu berha-
ti-hati jika tak hendak disebut 
malu-malu.

Dalam konteks itu, pernya-
taan putera bungsu Jokowi 
ini menjadi lebih bergigi. Ia 
hadir sebagai sekuensi safari 
politik Jokowi untuk PSI yang 
sudah dijalankan sebelumnya. 
Sangat kentara intensi PSI 
untuk mendinamisir politik 
nasional yang cenderung 

beku dalam satu setengah 
tahun terakhir ini. Pernyataan 
politik untuk maju Pileg ini 
bukan saja bentuk aksentuasi 
nyaring Kaesang dan PSI yang 
hendak membuktikan nyali 
politiknya, tapi dalam spek-
trum yang lebih besar juga 
menjadi alarm siaga bagi ke-
kuatan politik lainnya untuk 
tidak lengah dalam menatap 
kontestasi elektoral ke de-
pan. Setidaknya dalam skala 
paling minim, PDI-P menjadi 
partai politik pertama yang 
mendapat trigger dari PSI.

Pembelajaran 2019 dan 2024
Interpretasi lainnya yang 

layak untuk diseruakkan ke 
publik adalah terkait eksis-
tensi dan pencapaian empirik 
PSI sendiri dalam beberapa 
perhelatan kontestasi elek-
toral. Partai yang didirikan 
sejak 16 November 2014 ini 
sudah mengarungi dua kali 
kompetisi elektoral, yakni 
pada 2019 dan 2024, namun 
dengan hasil yang kurang me-
muaskan—gagal memenuhi 
parliamentary threshold 4 
persen. Pada 2019, PSI hanya 
memperoleh kurang lebih 2,6 
juta suara atau sebesar 1,89 
persen dari total suara sah 
nasional.

Kaesang Menabuh Genderang Perang
Pada 2024, capaian suara 

terbilang lebih baik, yakni 
kurang lebih 4,2 juta suara 
atau 2,81 persen dari total 
suara sah nasional. Namun, 
progresivitas tersebut be-
lum cukup memadai untuk 
menembus ambang batas 
suara di parlemen. PSI me-
mang cukup terhibur bebe-
rapa fungsionarisnya duduk 
di pemerintahan pada posisi 
wamen sebagai bentuk kom-
pensasi dari dukungan yang 
diberikan kepada pasangan 
Prabowo-Gibran pada 2024 
lalu. Tapi, 2029 tentu menjadi 
perkara yang berbeda.

Belajar dari pengalaman 
kegagalan pada 2019 dan 2024, 
maka pernyataan Kaesang 
untuk maju pada Pileg 2029 
ke depan dapat juga dibaca 
sebagai pemanasan politik 
bagi mesin elektoral sejak dini. 
Mengutip istilah yang kerap 
digunakan oleh Kaesang, PSI 
membutuhkan “jalan ninja” 
untuk menambal kekuran-
gan-kekurangan yang ada 
yang menjadi penyebab ke-
gagalan dalam dua kontestasi 
elektoral sebelumnya. 

Namun, ada satu hal yang 
perlu digarisbawahi dan juga 
diwaspadai, yakni potensi 
kenaikan ambang batas parle-
men dalam revisi UU Pemilu. 
Jika dalam revisinya ke depan 
yang potensial sarat muatan 
kepentingan partai politik yang 
sudah mapan hari ini ambang 
batas tersebut dinaikkan, maka 
rasa-rasanya upaya PSI harus 
lebih keras daripada sekadar 
pernyataan ketua umum untuk 
maju Pileg. Penulis: Analis Kerja 
Sama Luar Negeri Lemhannas RI 
2015-2017 *Geotimes.Id
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SULTENG RAYA - Ketua De-
kranasda Kota Palu, Diah Puspita, 
menjadi narasumber dalam kegi-
atan BTN Indonesia Fashion Week 
2026 di Jakarta, Sabtu (1/8/2026). 

Kegiatan ini mengangkat tema 
“Merajut Identitas, Menenun Masa 
Depan: Kisah Transformasi Kriya-
wastra Daun Kelor Palu”, yang 
menceritakan perjalanan pengem-
bangan wastra khas Kota Palu seba-
gai bagian dari upaya melestarikan 
budaya sekaligus memperkuat 
ekonomi kreatif daerah.

Pada sesi talkshow, Ketua Diah 
mengungkapkan rasa syukur atas 
kesempatan menjadi narasumber 
dalam ajang mode berskala nasional 
tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini saya 
berkesempatan menjadi narasumber 
dalam Talkshow BTN Indonesia 
Fashion Week 2026,” ujar Ketua Diah.

Dalam penampilannya, Ketua 
Diah mengenakan busana bertema 
“Ulos Simetria” yang memadukan 
kain Ulos dengan Tenun Palu Kriya-
wastra Daun Kelor. 

Perpaduan tersebut menjadi sim-
bol bahwa setiap wastra Nusantara 
memiliki karakter, nilai, dan keinda-
han yang khas, namun tetap dapat 
berpadu harmonis tanpa kehilangan 
identitas masing-masing

Menurut Ketua Diah, setiap he-
lai kain tradisional tidak hanya 

memiliki nilai estetika, tetapi juga 
menyimpan cerita, filosofi, serta 
dedikasi para perajin yang telah 
menjaga warisan budaya dari ge-
nerasi ke generasi.

“Bagi saya, setiap helai kain 
bukan sekadar karya, tetapi juga 
menyimpan cerita, nilai budaya, 
dan dedikasi para perajin yang pa-
tut kita apresiasi,” tuturnya.

Melalui momentum Indonesia 
Fashion Week 2026, Ketua Diah 
berharap Kriyawastra Daun Kelor 
Kota Palu semakin dikenal oleh 
masyarakat luas, baik di tingkat 
nasional maupun internasional.

Ia meyakini keikutsertaan Kota 
Palu dalam ajang tersebut tidak 
hanya menjadi media promosi 
budaya, tetapi juga membuka pe-
luang yang lebih besar bagi para 
perajin lokal untuk meningkatkan 
kualitas produk, memperluas jarin-
gan pemasaran, serta memperkuat 
daya saing industri kreatif berbasis 
kearifan lokal.

Sebagai Ketua Dekranasda Kota 
Palu, Diah Puspita menegaskan 
komitmennya untuk terus men-
dorong inovasi dan pengembangan 
kriya daerah agar mampu menjadi 
identitas kebanggaan Kota Palu 
sekaligus memberikan dampak 
nyata terhadap peningkatan kese-
jahteraan para pelaku UMKM dan 
perajin lokal. RHT

LPS GenZmart 2026 di Kota Palu. FOTO: DOK. LPS 

SULTENG RAYA - Lemba-
ga Penjamin Simpanan (LPS) 
melalui Kantor Perwakilan 
LPS III - Sulawesi, Maluku, 
dan Papua (LPS KPW3 - Su-
lampua) menyelenggarakan 
rangkaian kegiatan edukasi 
dan sosialisasi di Palu tang-
gal 26–30 Juli 2026 sebagai 
upaya meningkatkan literasi 
keuangan masyarakat, mem-
perkuat pemahaman men-
genai program penjaminan 
simpanan, serta membangun 
kepercayaan publik terhadap 
industri perbankan.  

Rangkaian kegiatan terse-
but meliputi LPS Safe Run 

dan Car Free Day Bersama 
LPS, Sosialisasi Perbankan 
Sulawesi Tenggara, talk-
show di beberapa radio 
lokal, serta edukasi kepada 
pelajar melalui LPS GenZ-
mart 2026. 

Semarakkan CFD Kota Palu
LPS mengajak masyarakat 

Kota Palu untuk menjaga 
kesehatan badan sekaligus 
kesehatan keuangan melal-
ui kegiatan yang digelar di 
Lapangan Vatulemo, Jalan 
Balai Kota Timur, Kelura-
han Tanamodindi, Keca-
matan Mantikulore, Kota 

Palu, Ahad (26/7/2026), 
sebagai kegiatan pertama 
dalam rangkaian kegiatan 
LPS di Kota Palu. Bekerja 
sama dengan Komunitas 
Lari RIOT serta masyarakat 
umum, kegiatan tersebut 
menghadirkan LPS Safe Run 
2026 lebih dari 100 pelari. 

Selain berolahraga bersa-
ma, peserta dan pengunjung 
CFD juga dapat mengikuti 
pemeriksaan kesehatan gra-
tis berupa pengecekan gula 
darah, kolesterol, dan asam 
urat, berpartisipasi dalam 
berbagai games interaktif, 
serta memperoleh edukasi 

mengenai pentingnya mena-
bung di bank untuk menjaga 
kondisi keuangan agar tetap 
sehat, aman, dan terlindungi 
oleh LPS.

LPS Perkuat Sinergi dengan 
Perbankan Sulawesi Tengah 
untuk Jaga Kepercayaan Masyarakat

LPS terus berkomitmen 
menjaga stabilitas sistem 
perbankan. Hal tersebut 
diwujudkan dalam bentuk 
penyelenggaraan Sosialisasi 
LPS Bersama Perbankan Su-
lawesi Tengah di Kota Palu, 
Selasa (28/7/2026). 

Pada kesempatan terse-
but, Deputi Kepala Kantor 
Perwakilan LPS III Prayitno 
Amigoro memaparkan bah-
wa sebanyak 99,98% dari 
total rekening nasabah di 
Sulawesi Tengah telah dij-
amin penuh oleh LPS, lebih 
tinggi dibandingkan dengan 
cakupan penjaminan secara 
nasional sebesar 99,95%. 

Sementara itu, Kepala Tim 
Pengelolaan SCV Bank 1, 
Iona Hiroshi Yuki Rombot 
memaparkan pentingnya 
implementasi Single Custo-
mer View (SCV) oleh per-
bankan untuk memastikan 
ketersediaan data nasabah 

yang akurat dan terintegrasi, 
sehingga dapat memper-
cepat proses verifikasi dan 
pembayaran klaim apabi-
la terjadi kegagalan bank 
serta memberikan kepasti-
an dalam pemenuhan hak 
nasabah. 

LPS mengajak seluruh 
perbankan di Sulawesi Ten-
gah untuk terus berperan 
aktif dalam meningkatkan 
literasi keuangan masya-
rakat guna memperkuat 
kepercayaan masyarakat 
terhadap sistem perbankan 
nasional.

Sapa Lewat Radio, LPS Dorong 
Budaya Menabung di Bank

Sebagai bagian dari im-
plementasi program edukasi 
publik yang komprehensif, 
LPS memperluas jangkauan 
literasi keuangan melalui 
talkshow di radio-radio lo-
kal di Palu. 

Melalui kegiatan ini, LPS 
mengedukasi masyarakat 
mengenai penjaminan sim-
panan, pentingnya mena-
bung dan mengelola keu-
angan secara bijak, serta me-
ningkatkan kewaspadaan 
terhadap berbagai modus 
penipuan dan investasi ile-

gal yang mengatasnamakan 
lembaga keuangan.

LPS GenZmart 2026 
Generasi muda kini di-

hadapkan pada berbagai tan-
tangan finansial, mulai dari 
gaya hidup konsumtif hingga 
maraknya penipuan digital 
yang menuntut kemampuan 
pengambilan keputusan keu-
angan secara bijak. 

Menjawab tantangan 
tersebut, LPS II Sulampua 
menghadirkan LPS GenZ-
mart 2026 sebagai wujud 
komitmen meningkatkan 
literasi keuangan pelajar 
sekaligus memperkenalkan 
peran LPS dalam menjaga 
kepercayaan terhadap sis-
tem perbankan. 

LPS GenZmart 2026 di 
Kota Palu dilaksanakan sela-
ma 2 hari pada 29 dan 30 Juli 
2026 di SMAN 2 Palu dan 
SMAN MT Madani Palu.

Dikemas dalam format 
talkshow interaktif dan per-
mainan edukatif, LPS Gen-
Zmart 2026 menghadirkan 
pengalaman belajar yang 
menyenangkan bagi pelajar. 

Sebanyak 200 peserta dari 
dua sekolah berkompetisi 
menjawab berbagai tantan-

gan, mulai dari menguji 
pengetahuan umum, ke-
mampuan mengenali visual, 
kecakapan berbahasa, hing-
ga soal berhitung, sekaligus 
mempelajari pentingnya 
membangun kebiasaan keu-
angan yang baik sejak dini.

Melalui pendekatan yang 
relevan dengan kehidupan 
sehari-hari, LPS menegas-
kan bahwa literasi keuangan 
bukan hanya tentang mena-
bung atau berhitung, tetapi 
juga tentang membentuk 
pola pikir dan kebiasaan 
yang membantu generasi 
muda mengambil kepu-
tusan finansial secara bijak, 
mengelola risiko, serta men-
jadi agen perubahan bagi 
lingkungan sekitarnya.

Melalui rangkaian kegi-
atan edukasi ini, LPS ber-
harap masyarakat sema-
kin memahami pentingnya 
menyimpan dana di bank, 
mengenali hak dan kewaji-
bannya sebagai nasabah, 
serta semakin percaya ter-
hadap sistem perbankan 
Indonesia yang didukung 
oleh keberadaan LPS dalam 
melindungi simpanan nasa-
bah dan menjaga stabilitas 
sistem keuangan. RHT

SULTENG RAYA - Men-
teri Keuangan Purbaya 
Yudhi Sadewa menegas-
kan komitmen pemerintah 
mendukung pembangunan 
sumber daya manusia mel-
alui pembiayaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN). 

K o m i t m e n  t e r s e b u t 
disampaikan saat menin-
jau pelaksanaan Program 
Sekolah Rakyat di Sekolah 
Rakyat Terintegrasi 2 Kota 
Surabaya, Jawa Timur, 
Sabtu (1/8/2026).

“Salah satu tugas Kemen-
terian Keuangan adalah me-
mastikan ketersediaan ang-
garan agar program tersebut 
dapat berjalan optimal,” 
kata Purbaya sebagaimana 
dikutip dari keterangan 
tertulis yang diterima di 
Jakarta. 

Dalam kesempatan itu, 
Purbaya mengingatkan Se-
kolah Rakyat merupakan 
salah satu program prioritas 
Presiden Prabowo Subian-
to yang bertujuan mem-
perluas akses pendidikan 
berkualitas bagi anak-anak 
Indonesia.

Ia berharap kesempatan 
belajar yang diperoleh para 
siswa melalui Program Se-
kolah Rakyat dapat men-
jadi bekal untuk meraih 
masa depan yang lebih baik 
sekaligus meningkatkan 
mobilitas sosial melalui pen-
didikan. 

Kunjungan tersebut juga 
menjadi momentum bagi 
Kementerian Keuangan un-
tuk melihat secara langsung 
implementasi penggunaan 
anggaran negara dalam 
mendukung penyelengga-
raan pendidikan. Menurut 
Purbaya, pembiayaan pen-
didikan merupakan investa-
si jangka panjang pemerin-
tah untuk mencetak generasi 
unggul menuju Indonesia 
Emas 2045.

Sekolah Rakyat Terinte-
grasi 2 Kota Surabaya diban-
gun di atas lahan seluas 6,6 
hektare dengan nilai kontrak 
pembangunan sebesar Rp 
3,52 triliun dan pagu angga-
ran Rp 3,82 triliun. Hingga 
saat ini, realisasi anggaran 
pembangunan telah men-
capai Rp 3,21 triliun.

Sekolah tersebut diran-
cang dengan konsep pen-
didikan terintegrasi yang 
menggabungkan jenjang 
Sekolah Dasar (SD), Se-
kolah Menengah Pertama 
(SMP), dan Sekolah Me-
nengah Atas (SMA) dalam 
satu kawasan pendidikan. 
Selain mengikuti kegiatan 
belajar mengajar, para sis-
wa juga tinggal di asrama 
yang dilengkapi berbagai 
fasilitas pendukung untuk 
menunjang proses pembe-
lajaran dan pembentukan 
karakter.

Dalam kunjungan itu, 
Purbaya menyusuri rute 
keseharian peserta didik, 
mulai dari lingkungan as-
rama hingga ruang kelas. Ia 
juga meninjau kondisi fur-
nitur, sirkulasi udara, serta 
kesiapan ruang kelas dan 
meja belajar untuk memas-
tikan seluruh fasilitas ber-
fungsi dengan baik dalam 
menunjang proses belajar 
mengajar.

Purbaya menilai keha-
diran Sekolah Rakyat me-
rupakan wujud komitmen 
pemerintah memperluas 
akses pendidikan yang ber-
kualitas, gratis, dan berke-
lanjutan bagi anak-anak dari 
keluarga kurang mampu. 
Program tersebut juga di-
harapkan menjadi salah 
satu langkah strategis untuk 
memutus mata rantai kemis-
kinan antargenerasi melalui 
investasi pada sumber daya 
manusia sejak dini.

P a d a  t a h u n  a j a r a n 
2026/2027, Sekolah Rakyat 
Terintegrasi 2 Kota Su-
rabaya menampung 270 
peserta didik yang terdiri 
atas 30 siswa jenjang SD, 
120 siswa SMP, dan 120 
siswa SMA, termasuk 98 
siswa kelas XI.

Seluruh peserta didik 
diseleksi melalui skema 
Program Keluarga Hara-
pan (PKH) sebagai bagian 
dari upaya menjangkau 
anak-anak dari keluarga 
kurang mampu secara tepat 
sasaran.

Proses belajar mengajar 
didukung oleh 131 tenaga 
pendidik yang terdiri atas 
41 guru, 37 wali asuh, 10 
wali asrama, dan 43 tenaga 

Diah Puspita Promosikan 
Pengembangan Wastra 
Palu di BTN Indonesia 

Fashion Week 2026

LPS Tuntaskan Rangkaian 
Edukasi Literasi Keuangan di Palu

pendukung lainnya untuk 
mendampingi keseharian 

peserta didik di lingkungan 
asrama. ROL

Purbaya Tegaskan APBN Dukung 
Penuh Program Sekolah Rakyat

DIAH Puspita (kanan) saat jadi narasumber pada iven BTN Indonesia Fashion 
Week 2026 di Jakarta, Sabtu (1/8/2026). FOTO: DOK. HUMAS PEMKOT PALU 

MENTERI Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa . FOTO: ANTARA
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“Penyesuaian harga BBM 
Non-Subsidi dilakukan 
mengikuti ketentuan dan 
arahan pemerintah dengan 
mempertimbangkan per-
kembangan harga minyak 
dunia, nilai tukar rupiah, 
serta tetap memperhati-
kan daya beli masyarakat. 
Langkah ini juga merupa-
kan bagian dari upaya men-
jaga ketersediaan pasokan 
BBM nasional agar tetap 
terjamin bagi masyarakat,” 
ujar Kitty.

Dengan penyesuaian ter-
sebut, harga BBM Non-Sub-
sidi Pertamina yang berlaku 
di wilayah Sulawesi mulai 1 
Agustus 2026 adalah seba-
gai berikut:

Pertamax Turbo turun 
dari Rp19.700/liter menjadi 
Rp18.700/liter.

Pertamax (RON 92) turun 
dari Rp16.600/liter menjadi 
Rp16.300/liter.

Pertamina Dex tetap 
Rp21.650/liter. Dexlite 
tetap Rp20.150/liter.

Harga tersebut berlaku 
untuk wilayah Sulawesi se-
suai ketentuan Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor 
(PBBKB) yang berlaku di 
masing-masing daerah.

Selain memperoleh BBM 
berkualitas dengan harga 
yang kompetitif, masyara-
kat juga dapat menikmati 
berbagai promo menarik 
melalui aplikasi MyPer-
tamina, seperti cashback, 
harga lebih hemat, hingga 
bonus loyalty points dari 
transaksi pembelian BBM 
Non-Subsidi menggunakan 
metode pembayaran yang 
bekerja sama.

“Kami mengajak masy-
arakat untuk memanfaat-
kan berbagai promo yang 
tersedia di aplikasi MyPer-
tamina agar transaksi pem-
belian BBM Non-Subsidi 
menjadi semakin hemat 

dan menguntungkan. Per-
tamina Patra Niaga juga 
berkomitmen untuk terus 
menyediakan energi yang 
berkualitas, menjaga kean-
dalan pasokan, serta mem-
berikan layanan terbaik ke-
pada masyarakat di seluruh 
Indonesia,” tambah Kitty.

Pertamina Patra Niaga 
memastikan ketersediaan 
stok BBM di seluruh wi-
layah operasional tetap 
terjaga dan penyaluran 
berjalan sesuai kebutuhan 
masyarakat. 

Masyarakat diimbau un-
tuk tetap tenang dan tidak 
melakukan panic buying, 
karena Pertamina terus 
melakukan pemantauan 
terhadap stok serta me-
mastikan distribusi BBM 
berjalan secara optimal.

 Penggunaan BBM secara 
bijak sesuai kebutuhan juga 
diharapkan dapat mendu-
kung kelancaran penyalu-
ran energi bagi seluruh 
masyarakat. WAN

ningkatan permohonan ter-
sebut menunjukkan masy-
arakat semakin memahami 
pentingnya perlindungan 
hukum atas karya, kreati-
vitas, dan inovasi.

“Pertumbuhan permo-
honan kekayaan intelektual 
menunjukkan bahwa masy-
arakat semakin memahami 
pentingnya melindungi 
hasil kreativitas, inovasi, 
maupun identitas daerah 
melalui instrumen hukum 
yang tersedia,” katanya, 
Minggu (2/8/2026).

Rakhmat menjelaskan 
dari total 1.234 permo-
honan, sebanyak 1.043 
merupakan permohonan 
hak cipta, 164 permohonan 
merek, 19 permohonan ke-
kayaan intelektual komunal 

(KIK), tujuh permohonan 
paten, dan satu permo-
honan indikasi geografis.

Selama periode tersebut, 
Kanwil Kemenkum Sula-
wesi Tengah belum mene-
rima permohonan desain 
industri, rahasia dagang, 
maupun desain tata letak 
sirkuit terpadu (DTLST).

Menurut dia, tingginya 
permohonan hak cipta men-
cerminkan berkembangnya 
sektor ekonomi kreatif di 
Sulawesi Tengah, mulai 
dari karya seni, pendidikan, 
teknologi informasi, hingga 
produk digital yang didaf-
tarkan untuk memperoleh 
perlindungan hukum.

Ia menambahkan pening-
katan permohonan merek 
juga menunjukkan semakin 

banyak pelaku usaha yang 
menyadari pentingnya per-
lindungan identitas usaha 
untuk memperoleh kepas-
tian hukum.

“Ini menjadi modal pen-
ting dalam mendorong 
daya saing daerah seka-
ligus meningkatkan nilai 
ekonomi dari setiap karya 
yang dihasilkan,” katanya.

Rakhmat mengatakan 
Kanwil Kemenkum Sula-
wesi Tengah menargetkan 
tren permohonan kekayaan 
intelektual terus meningkat 
hingga akhir 2026 melalui 
penguatan sinergi den-
gan pemerintah daerah, 
perguruan tinggi, pelaku 
UMKM, komunitas kreatif, 
dan pemangku kepentin-
gan lainnya. ANT

​Ia menegaskan, pelatihan 
ini merupakan langkah kecil 
namun berdampak besar 
demi menjaga kualitas ge-
nerasi mendatang.

​Inisiatif Teras Baca Nasa-
na ini mendapat sambutan 
hangat dari pemerintah 
setempat.

Ketua TP-PKK Kelura-
han Mamboro, Nurhikma, 
menyampaikan apresiasi 
mendalam atas kepedulian 
para pemuda dan rela-
wan literasi yang memilih 
Mamboro sebagai  t i t ik 
fokus gerakan.

​Nurhikma menekankan 

pentingnya sinergi berke-
lanjutan antara pemerintah 
kelurahan, masyarakat, 
dan komunitas  kreat i f 
demi menghidupkan ek-
osistem baca yang ramah 
anak.

​“Kami sangat berterima 
kasih kepada adik-adik 

Teras Baca Nasana. Ha-
rapan kami,  ini  bukan 
aksi sekali jalan, melain-
kan awal dari kolabora-
si jangka panjang untuk 
menggerakkan berbagai 
kegiatan literasi di wilayah 
Mamboro,” tutur Nurhik-
ma. *WAN

seluruh pihak yang telah 
berinisiatif membentuk dan 
membina Relawan Pema-
dam Kebakaran sebagai 
mitra strategis pemerintah 
dalam memperkuat upaya 
pencegahan, penanggulan-
gan, serta penyelamatan 
pada saat terjadi kebakaran 
maupun kondisi kedaru-
ratan lainnya,” ujar Abdul 
Sahid.

Ia juga mengingatkan 

seluruh calon anggota 
REDKAR agar terus me-
ningkatkan kapasitas dan 
kompetensi melalui pe-
latihan, menjaga disiplin, 
serta memperkuat koor-
dinasi dengan Satpol PP 
dan Pemadam Kebakaran, 
pemerintah kecamatan, pe-
merintah desa, serta unsur 
terkait lainnya.

“Saya berharap seluruh 
anggota REDKAR senantia-

sa meningkatkan kapasitas 
diri melalui pelatihan, men-
jaga disiplin, memperkuat 
koordinasi dengan Satuan 
Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran, peme-
rintah kecamatan, pemerin-
tah desa, serta seluruh un-
sur terkait. Jadilah relawan 
yang mengedepankan ke-
selamatan, profesionalisme, 
dan semangat kemanusiaan 
dalam setiap pelaksanaan 

tugas,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten 

Parigi Moutong berharap 
keberadaan REDKAR dapat 
menjadi garda terdepan 
dalam membangun budaya 
sadar bahaya kebakaran di 
tengah masyarakat sekaligus 
memperkuat kesiapsiagaan 
daerah dalam menghadapi 
berbagai kondisi kedaru-
ratan secara cepat, tepat, dan 
terkoordinasi. AJI

Menurutnya, kebijakan 
tersebut menjadi pukulan 
bagi tenaga kerja lokal seka-
ligus mempertanyakan ko-
mitmen pemerintah daerah 
dalam melindungi pekerja.

Sebelumnya, rencana PHK 
itu tertuang dalam surat 
pemberitahuan efisiensi ber-
nomor 4760/EKSTERNAL/
HRD/GNI-SITE/2026. 

Dalam surat tersebut dise-
butkan, sekitar 1.900 pekerja 
akan terdampak dari total 
6.325 karyawan.

Safri menilai PHK massal 
tersebut bertolak belakang 
dengan komitmen yang 
pernah disampaikan Bupa-
ti Morowali Utara, Delis 
Julkarson Hehi, saat perin-
gatan Hari Buruh Internasi-
onal pada 1 Mei 2026. 

Kala itu, kata Safri, peme-
rintah daerah menyatakan 
akan memprioritaskan perl-
indungan hak, keselamatan, 
dan keberlanjutan tenaga 
kerja lokal di kawasan in-
dustri.

“Belum genap empat bu-
lan lalu, saat May Day, 
Bupati menyampaikan ko-
mitmen untuk meninda-
klanjuti aspirasi pekerja dan 
menjamin keberlanjutan 
tenaga kerja lokal. Namun 
hari ini, 1.900 pekerja justru 
kehilangan mata penca-
harian. Masyarakat tentu 
mempertanyakan di mana 
wujud komitmen tersebut,” 
ujar Safri di Palu, Minggu 
(2/8/2026).

Ia menegaskan, pemer-
intah daerah tidak boleh 
hanya berperan sebagai 
fasilitator ketika hubungan 
industrial berjalan baik, 
tetapi juga harus hadir saat 

ribuan pekerja menghadapi 
ancaman kehilangan pe-
kerjaan.

Menurut Safri, PHK mas-
sal yang kembali terjadi di 
PT GNI menunjukkan bah-
wa hilirisasi industri belum 
sepenuhnya memberikan 
kepastian kerja bagi masy-
arakat lokal. 

Ia menilai, keberhasilan 
investasi tidak boleh hanya 
diukur dari besarnya nilai 
investasi atau kapasitas 
produksi, tetapi juga dari 
sejauh mana perusahaan 
mampu menjaga keber-
langsungan tenaga kerja.

“Hilirisasi tidak boleh 
hanya menghasilkan per-
tumbuhan ekonomi di atas 
kertas, sementara para pe-
kerja terus menjadi pihak 
yang paling rentan setiap 
kali perusahaan melakukan 
efisiensi,” katanya.

Safri juga mengingatkan 
dampak sosial dan ekono-
mi yang akan ditimbulkan 
akibat PHK tersebut. 

Menurutnya, ribuan pe-
kerja yang kehilangan pe-
kerjaan akan berdampak 
langsung terhadap kondisi 
ekonomi keluarga maupun 
usaha kecil yang bergan-
tung pada aktivitas ka-
wasan industri.

“Satu pekerja bukan ha-
nya menghidupi dirinya 
sendiri, tetapi juga keluar-
ganya. Ketika 1.900 orang 
kehilangan pekerjaan, dam-
paknya akan dirasakan oleh 
ribuan anggota keluarga, 
termasuk pelaku usaha ke-
cil seperti pemilik warung, 
rumah kos, hingga sektor 
jasa di sekitar kawasan in-
dustri,” ujarnya.

Selain meminta pemer-
intah memastikan seluruh 
hak pekerja dipenuhi, Safri 
mendesak Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 
Sulawesi Tengah bersama 
Pemerintah Kabupaten Mo-
rowali Utara melakukan 
evaluasi menyeluruh ter-
hadap manajemen PT GNI. 
Ia menekankan bahwa pem-
bayaran pesangon dan hak-
hak normatif pekerja harus 
dilakukan secara penuh 
sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

“Kami meminta seluruh 
hak peker ja ,  termasuk 
pesangon dan hak normatif 
lainnya, dibayarkan secara 
penuh sesuai aturan. Pe-
merintah harus mengawal 
proses ini hingga tuntas 
agar tidak ada pekerja yang 
dirugikan,” tegasnya.

Safri juga kembali men-
desak Gubernur Sulawesi 
Tengah, Anwar Hafid, agar 
segera merealisasikan pem-
bentukan Satuan Tugas 
(Satgas) Ketenagakerjaan 
yang sebelumnya telah di-
wacanakan.

Menurutnya, PHK massal 
di PT GNI menjadi bukti 
bahwa keberadaan satgas 
tersebut semakin mendesak 
untuk memastikan perlin-
dungan hak-hak pekerja di 
kawasan industri.

Ia menilai Satgas Ketena-
gakerjaan harus menjadi in-
strumen pengawasan yang 
aktif, tidak hanya menerima 
laporan, tetapi juga melaku-
kan pemantauan terhadap 
kepatuhan perusahaan, 
memediasi perselisihan 
hubungan industrial, serta 
memberikan rekomendasi 

kepada pemerintah apabila 
ditemukan dugaan pelang-
garan ketenagakerjaan.

“Peristiwa PHK terhadap 
1.900 pekerja ini menun-
jukkan bahwa pengawasan 
ketenagakerjaan di kawasan 
industri harus diperkuat. 
Karena itu, kami mendesak 
Gubernur Sulawesi Tengah 
segera membentuk Sat-
gas Ketenagakerjaan agar 
setiap persoalan hubungan 
industrial bisa ditangani 
lebih cepat dan tidak selalu 
berujung pada korban di 
pihak pekerja,” kata Safri.

Sekretaris Komisi III itu 
menilai pembentukan Sat-
gas Ketenagakerjaan juga 
penting untuk memastikan 
investasi di Sulawesi Ten-
gah berjalan seiring dengan 
perlindungan terhadap te-
naga kerja lokal, sehingga 
iklim investasi tetap sehat 
tanpa mengabaikan hak-
hak pekerja.

Lebih lanjut, Safri memin-
ta Pemerintah Kabupaten 
Morowali Utara dan Peme-
rintah Provinsi Sulawesi 
Tengah mengambil langkah 
yang lebih tegas terhadap 
perusahaan apabila ditemu-
kan pelanggaran ketenaga-
kerjaan. 

“Investasi harus membe-
rikan manfaat bagi masy-
arakat .  Jangan sampai 
daerah hanya menerima 
dampak lingkungan dan 
sosial, sementara kepastian 
kerja bagi masyarakat lokal 
terus dipertaruhkan. Pe-
merintah harus hadir dan 
memastikan perusahaan 
menjalankan kewajibannya 
sesuai aturan yang berla-
ku,” pungkasnya. * WAN

hodopi,” ujarnya.
Dalam kegiatan itu Perso-

nel gabungan tidak berhasil 
mengamankan para pelaku 
lantaran sebelumnya telah 
melarikan diri melihat keda-
tangan para petugas. 

Lokasi yang jauh di dalam 
hutan juga menyulitkan 

kegiatan penggerebekan 
tersebut.

“Kami melakukan peme-
riksaan dan pengamanan 
terhadap lokasi yang diduga 
digunakan sebagai arena 
sabung ayam. Dari hasil 
kegiatan tersebut, petugas 
berhasil mengamankan be-

berapa ekor ayam aduan 
beserta perlengkapan terkait 
judi sabung ayam,” jelasnya.

Petugas kemudian mela-
kukan pembongkaran dan 
pemusnahan arena yang 
digunakan untuk kegiatan 
sabung ayam guna mence-
gah aktivitas serupa kembali 

terjadi.
 “Selanjutnya, barang-ba-

rang yang diamankan di-
bawa ke Polsek Bahodopi 
untuk dilakukan pendataan 
dan penanganan lebih lanjut 
sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku,” tuk-
asnya. *VAN

SULTENG RAYA - PT PLN (Persero) Unit 
Induk Distribusi (UID) Sulawesi Utara, Su-
lawesi Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) 
terus memperkuat sinergi dan kolaborasi 
dengan pemerintah daerah guna memasti-
kan keandalan pasokan listrik serta perce-
patan pelayanan bagi masyarakat. 

H a l  i n i  d i t e g a s k a n 
dalam silahturahmi dan 
kunjungan kerja General 
Manager PLN UID Sulut-
tenggo, Usman Bangun, 
bersama Bupati Kabupa-
ten Kepulauan Sangihe, 
Michael Thungari, S.E., 
M.M., bertempat di Rumah 
Jabatan Bupati Kepulauan 
Sangihe.

Turut  mendampingi 
dalam pertemuan strategis 
tersebut jajaran Manaje-
men PLN UID Suluttenggo 
serta Manager PLN Unit 
Pelaksana Pelayanan Pe-
langgan (UP3) Tahuna, 
Eko Yuwono, beserta tim 
teknis.

Pertemuan ini memba-
has berbagai isu vital ke-
tenagalistrikan di wilayah 
perbatasan dan kepulauan, 
meliputi kesiapan daya pa-
sok, kondisi jaringan eksis-
ting, strategi peningkatan 
keandalan sistem kelistri-
kan di Kepulauan Sangihe, 
Siau Tagulandang Biaro 
(Sitaro), dan Talaud, hing-
ga progres penanganan 
serta pemulihan jaringan 
kelistrikan pascabencana 
banjir dan tanah longsor di 
Kecamatan Tamako.

General Manager PLN 
UID Suluttenggo, Usman 
Bangun, menyampaikan 
bahwa penyediaan listrik 
yang andal di wilayah 
kepulauan dan perbatasan 
merupakan prioritas uta-
ma PLN dalam mendu-
kung pembangunan daer-
ah, pelayanan publik, dan 
kesejahteraan masyarakat.

“Wilayah kepulauan 

memiliki karakteristik geo-
grafis yang unik dan tan-
tangan operasional yang 
sangat kompleks. Namun, 
tantangan tersebut tidak 
menyurutkan komitmen 
PLN untuk memberikan 
layanan kelistrikan ter-
baik. Kami terus mela-
kukan penguatan sistem 
melalui modernisasi pem-
bangkit,  pemeliharaan 
preventif secara berkala, 
digitalisasi layanan, hing-
ga peningkatan kesiapsi-
agaan tanggap darurat,” 
ungkap Usman.

U s m a n  m e n a m b a h -
kan, kolaborasi yang erat 
dengan Pemerintah Ka-
bupaten Kepulauan San-
gihe menjadi kunci utama 
dalam merespons cepat 
berbagai tantangan kelis-
trikan di lapangan, terma-
suk dalam penanganan 
pascabencana.

“Listrik adalah roda 
penggerak ekonomi dan 
fondasi utama aktivitas 
masyarakat. Karena itu, 
sinergi dengan Pemkab 
Sangihe, khususnya dalam 
percepatan pemulihan 
jaringan pascabencana 
banjir dan longsor di Ta-
mako serta penyaluran 
bantuan kemanusiaan ke-
pada masyarakat terdam-
pak, sangat krusial. Kami 
menyampaikan apresiasi 
setinggi-tingginya kepa-
da Bupati Sangihe dan 
seluruh jajaran Pemkab, 
TNI/Polri, serta masya-
rakat atas dukungan luar 
biasa sehingga pemulihan 
sistem kelistrikan dapat 

terlaksana dengan cepat, 
aman, dan lancar,” tegas 
Usman.

Sebelumnya, bencana 
hidrometeorologi yang 
menerjang Kecamatan Ta-
mako sempat melumpuh-
kan sebagian infrastruktur 
distribusi listrik akibat 
material longsor dan po-
hon tumbang. Merespons 
kondisi  tersebut,  PLN 
UP3 Tahuna dengan sigap 
menerjunkan Tim Reaksi 
Cepat untuk melakukan 
isolasi area, pembersi-
han jalur jaringan, hingga 
perbaikan infrastruktur 
terdampak demi menguta-
makan keselamatan jiwa 
masyarakat dan petugas.

M a n a g e r  P L N  U P 3 
Tahuna, Eko Yuwono, me-
negaskan bahwa seluruh 
personel penanganan ben-
cana bekerja siaga dengan 
tetap mematuhi standar 
Keselamatan dan Kese-
hatan Kerja (K3).

“Bencana alam adalah 
kondisi yang tidak ter-
duga, namun kesiapsia-
gaan penuh seluruh per-
sonel PLN selalu menjadi 
prioritas utama. Meski 
menghadapi medan yang 
terjal dan tantangan cua-
ca, berkat kolaborasi erat 
dengan semua pemangku 
kepentingan, penormalan 
sistem kelistrikan di Ta-
mako berhasil dituntaskan 
secara bertahap dan kini 
kembali aman melayani 
masyarakat,” terang Eko.

Melalui komitmen dan 
sinergi berkelanjutan ini, 
PLN UID Suluttenggo 
optimistis ketersediaan 
energi listrik yang aman, 
berkualitas, dan andal 
akan semakin memper-
kokoh ketahanan daerah, 
mendorong pertumbuhan 
ekonomi, serta mengha-
dirkan manfaat nyata bagi 
masyarakat di wilayah 
kepulauan terdepan Indo-
nesia.*HJ

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) terus memperkuat sinergi dan kolaborasi 
dengan pemkab kepulauan Sangihe. FOTO : PLN
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Capaian tersebut meliputi 
Akreditasi Unggul institusi, 
akreditasi internasional lima 
program studi, peningkatan 
peringkat nasional, pen-
guatan sumber daya manu-
sia, hingga pembangunan 
infrastruktur pendidikan.

Rektor Untad, Prof. Dr. 
Ir. Amar, ST., MT, mengata-
kan keberhasilan meraih 
Akreditasi Unggul menjadi 
pencapaian terbesar yang 
memberikan dampak positif 
bagi seluruh sivitas akade-
mika maupun alumni.

"Kita sangat bersyukur 
sudah menjadi salah satu 
perguruan tinggi yang be-
rakreditasi Unggul. Ini me-
rupakan akreditasi terting-
gi dan tentu akan sangat 
mempengaruhi seluruh 
sivitas akademika, terma-
suk para alumni dalam 
menapaki karier mere-
ka," ujar Prof. Amar, 
Jumat (31/7/2026).

Tak hanya itu, Untad 
juga untuk pertama ka-
linya berhasil memperoleh 
akreditasi internasional bagi 
lima program studi.

"Ini menjadi hadiah pada 
usia ke-45 Universitas Ta-
dulako sekaligus tonggak 
penting menuju internasio-
nalisasi kampus," katanya.

Di tingkat nasional, Untad 

juga terus menunjukkan pe-
ningkatan prestasi. Menurut 
Prof. Amar, kampus 
tersebut kini masuk 
dalam 25  besar 
perguruan tinggi 
dengan capaian 
mahasiswa ber-
prestasi dan be-
rada di 35 besar 
universitas terbaik 
yang diperhitung-
kan di In-

donesia.
Penguatan sumber daya 

manusia juga menjadi per-
hatian utama. Saat ini Untad 
memiliki 136 Guru Besar 
dan akan segera bertambah 
menjadi hampir 140 orang.

Jelang Dies Natalis 
ke-45, Untad Catat 
Berbagai Capaian

SULTENG RAYA – Menjelang Dies Natalis 
ke-45, Universitas Tadulako (Untad) menca-
tat berbagai capaian yang semakin mengu-
kuhkan posisinya sebagai salah satu perguru-
an tinggi terbaik di Indonesia timur.

"Dalam tiga tahun terakhir 
kita berhasil menambah 
hampir 80 Guru Besar. Ini 
merupakan hasil kerja keras 
seluruh sivitas akademika," 
ujarnya.

Selain itu, Untad terus 
memperluas layanan aka-
demik dengan membuka 
Program Pendidikan Dokter 
Spesialis (PPDS), memper-

siapkan Program Stu-
di Kedokteran Gigi, 

Program Doktor 
(S3) Hukum, S3 
Pendidikan, serta 

se jumlah pro-
gram profes i , 
termasuk Profesi 

Arsitektur.
Di bidang tata ke-

lola, Untad juga 
mengem-

b a n g -
kan platform digital yang 
dibangun secara mandi-
ri oleh sivitas akademika 
untuk mendukung sistem 
administrasi dan layanan 
kampus yang lebih andal.

Sementara itu, pemban-

gunan infrastruktur terus 
dipercepat, termasuk penye-
lesaian Rumah Sakit Pendi-
dikan Universitas Tadulako 
(RSPTN).

"Tahun ini rumah sakit 
kembali mendapatkan ang-
garan untuk penyelesai-
an ruang operasi, IPAL, 
dan sistem kelistrikan agar 
dapat mendukung penye-
lenggaraan PPDS," kata 
Prof. Amar.

Selain rumah sakit, Untad 
juga mengembangkan jarin-
gan listrik bekerja sama den-
gan PLN, membangun sis-
tem air bersih, meningkat-
kan jaringan telekomunikasi 
dan Wi-Fi, serta menyiap-
kan pasokan air minum di 
beberapa kawasan kampus. 
Dalam bidang penjaminan 
mutu, Untad menargetkan 
60 persen program studi 
berakreditasi Unggul pada 
2028. Saat ini sekitar 38 
hingga 40 persen program 
studi telah meraih predikat 
tersebut.

Rektor juga menyampai-
kan pembangunan Nalodo 
Research Center sebagai pu-
sat riset baru serta penyele-
saian embung edukasi Rano 
Tadulako yang berfungsi 
sebagai sumber cadangan 
air sekaligus sarana pendi-
dikan dan penelitian.

"Di tengah tantangan 
krisis air, Untad mampu 
membangun embung den-
gan kapasitas besar. Ini 
membuktikan bahwa ilmu 
pengetahuan dapat meng-
hadirkan solusi bagi ke-
butuhan masyarakat dan 
lingkungan," jelasnya. ENG

Amar

SULTENG RAYA- Wakil 
Wali Kota Palu, Imelda Lilia-
na Muhidin,  secara simbolis 
melakukan penebaran benih 
ikan nila bantuan budidaya 
sistem biofl ok di dua kelura-
han, yakni Kelurahan Tondo 
dan Kelurahan Kabonena, 
Sabtu (1/8/2026).

Kegiatan ini menjadi ko-
mitmen Pemerintah Kota 
Palu untuk terus memper-
kuat program ketahanan 
pangan melalui pengem-
bangan budidaya perikanan 
berbasis masyarakat.

Kegiatan tersebut diha-
diri Anggota DPRD Kota 
Palu Dr. Arif Miladi, Ke-
pala Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan (DPKP) 
Kota Palu Lukman, lurah 
Tondo, lurah Kabonena, 
serta sejumlah pemangku 
kepentingan lainnya.

Program bantuan budi-
daya ikan sistem bioflok 
tersebut merupakan salah 
satu bentuk dukungan pe-
merintah kepada kelompok 
pembudidaya ikan agar 
mampu meningkatkan pro-
duksi sekaligus membuka 
peluang usaha yang berke-
lanjutan bagi masyarakat.

Sebanyak 700 benih ikan 
nila ditebar ke dalam enam 
kolam bioflok yang terse-
bar di dua lokasi penerima 
bantuan. 

Selain benih ikan, kelom-
pok penerima juga mem-
peroleh bantuan sarana dan 
prasarana pendukung bu-
didaya. 

Sistem biofl ok dipilih ka-
rena dinilai lebih efisien 
dalam pemanfaatan lahan, 
mampu menjaga kualitas 
air, mempercepat pertum-
buhan ikan, serta mening-
katkan hasil produksi.

Wakil Wali Kota Imelda 
Liliana Muhidin mengata-
kan, penyaluran bantuan 
tersebut dilaksanakan kepa-
da dua kelompok budidaya 
ikan yang berada di Kelura-
han Tondo dan Kelurahan 
Kabonena.

"Alhamdulillah saya seka-

PENEBARAN benih ikan nila bantuan budidaya sistem biofl ok di dua kelura-
han, Sabtu (1/8/2026). FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

DPKP Kota Palu Tebar 
700 Bibit Ikan Nila

rang berada di lokasi yang 
kedua. Tadi saya di lokasi 
pertama di Tondo. Hari ini 
ada serah terima benih ikan 
nila kepada dua kelompok 
budidaya ikan, satu di Ton-
do dan satu lagi sekarang 
di Kabonena," ujar wakil 
wali kota. Biofl ok tersebut 
merupakan hasil kolaborasi 
antara Pemerintah Kota 
Palu, DPRD Kota Palu, dan 
Anggota DPR RI Muhidin 
M. Said melalui penyaluran 
aspirasi masyarakat.

Menurut wakil wali kota, 
sinergi tersebut menjadi 
bukti bahwa kolaborasi an-
tara pemerintah dan wakil 
rakyat dapat menghadir-
kan program yang langs-
ung menyentuh kebutuhan 
masyarakat.

"Ini merupakan aspirasi 
dari teman-teman anggota 
DPRD Kota Palu kepada 
anggota DPR RI, Pak Muhi-
din M. Said. Alhamdulillah 
telah disetujui dua paket 
bioflok untuk Kota Palu, 
masing-masing ditempatkan 
di Kelurahan Tondo dan 
Kelurahan Kabonena," jelas 
wakil wali kota.

Wakil Wali Kota berharap 
kelompok penerima ban-
tuan dapat memanfaatkan 
seluruh fasilitas yang dibe-
rikan secara optimal. 

Wakil wali kota menilai 
keberhasilan program tidak 
hanya ditentukan oleh ban-

tuan pemerintah, tetapi juga 
oleh kesungguhan kelom-
pok dalam mengelola usaha 
budidaya tersebut.

"Saya sudah berbicara 
dengan para ketua kelom-
pok dan mereka sangat ber-
semangat. Saya berharap 
bantuan ini menjadi ladang 
rezeki bagi mereka. Setelah 
diserahkan, pengelolaannya 
menjadi tanggung jawab ke-
lompok, sehingga program 
ini harus terus berjalan dan 
berkelanjutan," ungkap wa-
kil wali kota.

Wakil wali kota juga me-
mastikan Pemerintah Kota 
Palu melalui Dinas Pertani-
an dan Ketahanan Pangan 
bersama DPRD Kota Palu 
akan terus melakukan pen-
dampingan, pembinaan, 
dan evaluasi agar program 
biofl ok berkembang sesuai 
harapan.

Melalui pendampingan 
yang berkesinambungan, 
pemerintah optimistis bu-
didaya ikan bila sistem bio-
fl ok mampu menjadi salah 
satu penggerak ekonomi 
masyarakat sekaligus mem-
perkuat ketahanan pangan 
Kota Palu. 

Program ini diharap-
kan dapat menjadi contoh 
pengembangan perikanan 
budidaya yang produktif, 
modern, dan berkelanjutan 
hingga ke tingkat kelura-
han. ABS

Sekretaris Universitas 
Muhammadiyah Palu, Dr. 
Fadli Umar, S.KM., M.Kes., 
mengatakan peningkatan 
peringkat empat jurnal ter-
sebut merupakan hasil kerja 
keras seluruh tim pengelola 
jurnal, para editor, reviewer, 
serta dosen dan peneliti 
yang terus berupaya menja-
ga kualitas publikasi ilmiah.

"Alhamdulillah, capaian 
ini menjadi kebanggaan 
bagi Universitas Muham-
madiyah Palu. Peningkatan 
akreditasi empat jurnal di 
SINTA menunjukkan bahwa 
budaya akademik, peneli-
tian, dan publikasi ilmiah 
di kampus terus berkem-
bang ke arah yang lebih 
baik," ujar Fadli Umar, Ahad 
(2/8/2026).

Salah satu capaian terbaik 
diraih International Journal 
of Health Economics yang 
berhasil meningkat ke pe-
ringkat SINTA 2. Jurnal 
internasional tersebut di-
pimpin oleh Editor in Chief 
Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., 
M.M dan menjadi media 
publikasi ilmiah yang ber-
fokus pada pengembangan 
ilmu kesehatan dan ekonomi 
dalam lingkup internasi-
onal.

Selain itu, IQRA: Jurnal 

Ilmu Pendidikan dan Kei-
slaman juga berhasil me-
ningkatkan akreditasinya 
menjadi SINTA 3. Kenaikan 
tersebut mencerminkan pe-
ningkatan kualitas artikel 
ilmiah, penguatan proses 
editorial, serta kontribusi 
jurnal dalam pengemban-
gan kajian pendidikan dan 
keislaman di Indonesia.

Prestasi serupa juga diraih 
Jurnal Sinar Manajemen 
yang kini berhasil naik ke 
SINTA 2. Jurnal yang di-
pimpin oleh Editor in Chief 
Dr. Rasmi Nur Anggraeni, 
S.Akun., M.Ak., Ak., CIFRS 
itu dinilai terus menunjuk-
kan perkembangan melalui 
penerapan tata kelola jurnal 
yang profesional, pening-
katan mutu naskah ilmiah, 
serta perluasan jejaring aka-
demik di tingkat nasional 
maupun internasional.

Sementara itu, Jurnal 
Kolaboratif Sains turut 
mencatatkan peningkatan 
dengan berhasil meraih SIN-
TA 4. Peningkatan tersebut 
menjadi indikator semakin 
baiknya kualitas penge-
lolaan jurnal multidisiplin 
yang memuat hasil pene-
litian dari berbagai bidang 
ilmu dan menjadi salah 
satu wadah publikasi ilmiah 

Fadli Umar

Empat Jurnal Unismuh Palu Naik Peringkat SINTA
SULTENG RAYA-Universitas Muhamma-
diyah (Unismuh) Palu kembali mencatatkan 
prestasi di bidang publikasi ilmiah setelah 
empat jurnal yang dikelolanya berhasil me-
ningkatkan peringkat akreditasi pada Science 
and Technology Index (SINTA).

yang terus berkembang di 
lingkungan Unismuh Palu.

Fadli Umar menegaskan, 
peningkatan peringkat em-
pat jurnal tersebut tidak 
hanya menjadi pengakuan 
atas kualitas tata kelola jur-
nal, tetapi juga memperluas 
kesempatan bagi dosen, 
peneliti, dan akademisi un-
tuk mempublikasikan karya 
ilmiahnya pada jurnal yang 
bereputasi.

"Keberhasilan ini merupa-
kan bagian dari komitmen 
Universitas Muhamma-
diyah Palu dalam mem-
perkuat pelaksanaan Catur 

Dharma Perguruan Tinggi, 
khususnya di bidang pene-
litian dan publikasi ilmiah. 
Kami berharap capaian ini 
menjadi motivasi bagi se-
luruh sivitas akademika 
untuk terus menghasilkan 
karya-karya ilmiah yang 
berkualitas," katanya.

Menurutnya, penguatan 
kualitas jurnal ilmiah juga 
menjadi salah satu strategi 
penting dalam meningkat-
kan reputasi institusi. Se-
makin banyak jurnal yang 
memiliki akreditasi tinggi, 
semakin besar pula peluang 
kampus untuk memban-
gun kolaborasi penelitian 
dengan berbagai perguruan 
tinggi dan lembaga, baik di 
dalam maupun luar negeri.

Ia menambahkan, keber-
hasilan tersebut merupakan 
hasil sinergi seluruh unsur 
di lingkungan universitas, 
mulai dari pimpinan, penge-
lola jurnal, editor, reviewer, 
hingga para penulis yang 
secara konsisten menjaga 
mutu publikasi sesuai stan-
dar nasional.

"Kami akan terus men-
dorong pengembangan jur-
nal-jurnal yang ada agar 
mampu meningkatkan pe-
ringkat akreditasi pada pe-
riode berikutnya, bahkan 
menembus indeksasi inter-
nasional yang lebih luas. 
Dengan demikian, hasil-ha-
sil penelitian dosen dan 
akademisi Unismuh Palu 
dapat memberikan kontri-
busi nyata bagi pengemban-
gan ilmu pengetahuan dan 
pembangunan masyarakat," 
tutur Fadli. ENG


